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I.1. Latar Belakang 
Di dalam memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa 
pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan 
usahanya. Di Indonesia, pihak yang berperan sebagai public service provider, 
adalah pemerintah. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan 
publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk 
pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat . 
Negara dalam sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga 
negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya maka peningkatan kualitas 
pelayanan (quality of service) akan semakin penting sebab manajemen publik 
sejak tahun 1980-an telah berubah oleh fenomena internasional, yang antara lain 
lahirnya kompetisi tingkat global dalam sektor pelayanan. 
Banyaknya jenis pelayanan publik menyebabkan perluya dilakukan 
batasan kajin pada jenis pelayanan tertentu . Salah satu jenis pelayanan publik 
yang mendasar adalah pelayanan sektor administrasi kependudukan, karena 
berkaitan dengan eksistensi setiap individu sebagai warga negara Indonesia. 
Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan jenis pelayanan 






Keluarga, Akta kelahiran, Akta Nikah dan Akta Kematian. Kemudian lebih 
dikhususkan lagi dalam hal pelayanan Akta Kelahiran. 
Di Indonesia yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga 
Catatan Sipil yang diatur dalam keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 
tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil 
yang salah satu fungsinya menurut asal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan 
penerbitan Akta Kelahiran. Setelah ditetapkan keputusan Presiden tersebut 
maka setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu 
didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran. Hal ini 
agar kedudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu 
dengan memiliki alat bukti yang otentik. (http://www.google.com) 
Plan Indonesia menekankan bahwa pencatatan kelahiran merupakan 
bagian dari sistem pencatatan sipil. Ini sekaligus memberikan perlindungan bagi 
hak asasi manusia atas status sosial dan manfaat individual. Dengan 
mencatatkan kelahiran seorang anak, negara berarti mengakuinya sebagai 
subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya. Dengan demikian 
sudah sangat jelaslah lah pentingnya akte kelahiran bagi 
masyarakat.(http://berita.liputan6.com) 
Namun Salah satu sentral yang sering berkembang ahir-akhir ini adalah 
bagaimana pemerintah dan lembaga penyedia pelayanan publik (public service 
provider) mampu bersikap lebih akuntabel terhadap masyarakat berkaitan 
dengan pelayanan yang di berikan. Dalam pengelolahan kependudukan kendala-
kendala yang sering ditemui antara lain masih lemahnya SDM pengelolah 






pengelolah kependudukan, begitu pula dalam segi kinerja aparat di instansi 
tertentu dinilai masih buruk sehingga masyarakat sebagai objek atau pihak yang 
memperoleh pelayanan tidak merasa puas.  
Kualitas merupakan suatu kunci terhadap kepuasan, yang harus dikerjakan 
dengan baik oleh penyedia jasa. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan 
produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka 
meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar 
ataupun untuk terus tumbuh. Kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah 
yang diharapkan masyarakat menurut Ermaya (Priyanto Susiloadi, 2006: 10) 
adalah sebagai berikut: 
1. Dana yang wajar, masyarakat memperoleh apa yang diinginkan dengan 
biaya yang murah dan terjangkau. 
2. Pelayanan yang tepat, benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, 
meminimalisir kesalahan yang disebabkan “Human Error” yang semua itu 
menuntut pengembangan sumber daya manusia aparat, termasuk 
pengembangan sistem pola kerja di instansi perusahaan pemerintah 
sendiri. 
3. Pelayanan yang ramah, pelayanan dilakukan secara sopan, bersahabat 
dan menyenangkan. 
4. Fasilitas pelayanan yang memadai, fasilitas yang dapat mendukung 
sesuai kebutuhan. 
Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas 
produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi 






persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi 
kualitas, jasa, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 
(Atmawati dan Wahyuddin,2007:3).  
Walaupun sudah jelas terurai tentang bagaimana seharusnya pelayanan 
yang berkualitas itu dijalankan, selama ini, secara umum  terlihat bahwa layanan 
yang diberikan oleh aparat negara kepada warga masyarakat masih saja sering 
menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya keluhan masyarakat  
itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada pemerintah. 
Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh 
pemerintah. Pelayanan oleh pemerintah lebih jauh tertinggal bila dibandingkan 
dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Oleh karena itu kesan 
pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor-
kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam 
yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional. 
(https://adilesmana.wordpress.com/tag/adi-lesmana/) 
Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi 
pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang 
keberadaan organisasi pelayanan pemerintah. Birokrasi pemerintah sering 
dikatakan sebagai sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. Sementara itu 
birokrasi swasta seringkali dianggap memiliki ciri-ciri yang sebaliknya, seperti 
cepat, efisien, inovatif dan berkualitas. (http://yantupinpb.blogspot.com) 
Untuk meningkatkan kualitas  dan menjamin penyediaan pelayanan publik 
sesuai   dengan asas-asas umum pemerintahan dan  korporasi yang baik serta 






penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 
dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia 
mengesahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 
dilakukan oleh para penyelenggara negara agar supaya seiring dengan harapan 
dan tuntutan seluruh warga negara, selain itu juga sebagai upaya untuk 
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara serta terwujudnya 
tanggung jawab penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pelayanan 
publik. (http://aparaturnegara.bappenas.go.id) 
Namun dalam perkembangannya setelah  UU tersebut dijalankan, hasil 
dari proses pelayanan publik belum sejalan dengan yang diharapkan. Hal 
tersebut dapat terlihat dalam berbagai survei dan penelitian yang dilakukan oleh 
lembaga maupun perseorangan, pelayanan publik masih jauh dari yang 
diharapkan terhadap  berbagai jenis pelayanan publik.  Setelah setahun UU 
tersebut dijalankan tepatnya di tahun 2010, didapati bahwa kualitas pelayaan 
publik menjadi lebih buruk. Hal tersebut tercermin dari menurunnya angka indeks 
integritas nasional 2010 yang dilakukan KPK (Alqoitima.com).  
Dalam penelitian tentang “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 
Pelayanan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kab. Pinrang”,  yang dilakukan oleh 
Ichsan Baharuddin, Sangkala dan Muhammad Rusdi, menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan dalam pembuatan KTP di Kantor Dinas Kependudukan 






ketidakpuasan masyarakat dalam beberapa hal. berdasarkan hasil kuesioner 
diperoleh informasi bahwa kecepatan petugas menanggapi keluhan masyarakat 
dinilai responden masih rendah, begitupun dengan ketepatan waktu petugas 
memproses pelayanan menurut jawaban responden masih rendah. Rentang 
waktu yang diperlukan untuk memproses pelayanan cenderung dikorupsikan. 
Standar pelayanan tidak sepenuhnya diikuti oleh petugas dalam melaksanakan 
pekerjaannya.( http://118.97.33.150/jurnal/files/) 
Sementara itu, menurut jurnal yang ditulis MUI, kualitas pelayanan yang 
diberikan di kota Jambi masih tergolong buruk, kesimpulan ini ditarik berdasarkan 
survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
pelayanan KTP, SIUP dan IMB pada tahun 2010. Responden menyatakan 
bahwa dalam pelayanan tersebut masih banyak pungli dan biaya tambahan 
lainnya.( http://dprdkotabandung.wordpress.com) 
Dalam UUD RI no. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional 
(propenas) perlunya disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak 
ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indeks kepuasan Masyarakat ini  
akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu 
perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit pelayanan publik untuk 
meningkatkan kuaitas pelayanannya. Hampir sama dengan dalam dunia bisnis, 
di dunia pemerintahan pun, kepuasan masyarakat akan layanan yang diberikan 
oleh birokrat pemerintah akan berdampak pada meningkatnya dukungan kepada 
pemerintah. Demikian pula sebaliknya, ketidakpuasan rakyat terhadap layanan 







Berdasarkan uraian tentang masalah-masalah pelayanan publik diatas 
secara khusus yang terjadi di beberapa daerah, mendorong penulis untuk 
melakukan penelitian terhadap pelayanan untuk mengetahui apakah hal serupa 
juga terjadi pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana 
Toraja, dengan mengangkat judul : “Kepuasan Masyarakat  Terhadap  
Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Tana Toraja” 
I.2.  Rumusan masalah 
Dari uraian yang telah dikemukakan, bahwa kepuasan terhadap 
pembuatan akta kelahiran merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian 
dari pemerintah dalam menjalankan perannya selaku abdi negara dan abdi 
masyarakat, dimana masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terhadap 
proses pelayanan dari aparat yang lambat dan berbelit-belit dan telah menjadi 
rahasia umum bagi masyarakat selaku objek dari pembangunan sosial. 
Bayaknya  permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik, maka 
penelitian ini terbatas pada mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam 
pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana 
Toraja, maka dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 
berikut; 
“apakah proses pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Tana Toraja sudah memuaskan masyarakat? ” 
I.3.  Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang 






masyarakat dalam proses pelayanan akta kelahiran di dinas kependudukan dan 
Catatan sipil Kabupaten Tana Toraja. 
2. kegunaan penelitian 
a. Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan suatu 
masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaksana pelayanan 
administrasi kependudukan dalam hal ini akta kelahiran agar dapat 
meningkatkan kualitas pelayanannya lebih baik lagi. 
b. Akademis 
Dengan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan atau 
referensi dalam pengkajian masalah kualitas pelayanan dan dapat pula 


















II.1. Teori  Administrasi  Negara 
II.1.1. Konsep Administasi 
Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafiie (1999:14) administrasi 
adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan 
oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. 
sementara, masih dari sumber yang sama, definisi administrasi menurut Luther 
Gullick ialah: 
Administration has to do with gettting things done, with the accomplishment of 
defenid objectives. 
Jadi menurut Gullick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa 
yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak 
ditetapkan. Sementara itu menurutnya, ilmu administrasi adalah: 
the science of administration in thus  the system knowledge whereby men may 
understand relationship, predict result, and influence outcomes in any situation 
where men are organized at work together for a common purpose. 
Jadi menurut Gullick ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan 
dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan 
akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-






 Sementara itu, menurut  Hadari Nawawi dalam Inu Kencana 
Sfafiie(1999:1), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai 
proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai 
tujuan bersama yang telah ditetapkan. 
Tidak berbedah jauh dengan pendapat-pendapat diatas, Sondang P.Siagian 
(2001:2) mendefinisikan administrasi sebagai: 
 
“keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang 
didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan 
prasarana tertentu secara berdaya guna dan  berhasil guna” 
 
Jadi dari berbagai pendapat tentang administrasi dari para ahli, dapat 
disimpulkan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dua 
orang atau lebih dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
  Kemudian dari definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa administrasi 
mempunyai dua dimensi, yaitu: 
1. Dimensi karakteristik, terdiri atas: 
a. Efisiensi: berarti bahwa tujuan (motive)  daripada administrasi adalah 
untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa 
pencapaian tujuan administrasi dengan hasil yang berdaya guna (efektif) 
dan berhasil guna (efisien). 
b. Efektifitas: berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat 
tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses 
kegiatan. 
c. Rasional : berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk 







2. Dimensi unsur-unsur administrasi meliputi: 
a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan 
suatu pekerjaan. 
b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah 
maupun lembaga swasta. 
c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok orang  atau lembaga 
dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. 
II.1.2 Definisi Publik 
 Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “public”  yang berarti 
umum, rakyat umum, orang banyak atau rakyat. 
 Sementara itu, Sfafiie dkk dalam Harbani Pasolong (2008; 6) mengatakan 
bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki  kebersamaan berpikir, 
perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-
nilai norma yang mereka miliki. 
 Masih dari sumber yang sama, H. Goerge Frederickson menjelaskan 
konsep publik  dalam 5 persfektif: 
1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai 
manifestasi dari kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat. 
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas 
individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan 
sendiri. 
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan 
publik diwakili melalui “suara”.Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen 






satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka 
menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. 
4. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai 
publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara 
dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai 
sesuatu yang paling penting. 
Jadi dari  beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa publik adalah 
sejumlah manusia yang  dapat merupakan warga negara, konsumen dari 
pelayanan yang diberikan pihak pemerintah maupun swasta, perwakilan 
kepentingan, yang mempunyai harapan dan bertindak serta bersikap dengan 
baik dan benar, sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang mereka miliki. 
II.1. 3. Administrasi Publik 
 Chander dan Plano dalam Keban (2004;3) mengatakan bahwa administrasi 
publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan 
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 
(manage) keputusan-keputusan dalam publik. 
 Sementara itu, Nicholas Henry dalam Harbani Pasolong (2008;8) 
mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara 
teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap 
pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat  yang diperintah, dan juga 
mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. 
Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar 
sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 






 Dan Dwight Waldo dalam Harbani Pasolong (2008;8) mendefinisikan 
administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan 
peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang 
administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang 
atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai 
tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik. 
 Berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, Sondang P. 
Siagian (2001;131) mengemukakan bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah 
pelayanan. Beliau memaparkan bahwa pemerintah negara bertanggung jawab 
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya, upaya mengejewantahkan 
dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada para warga yang 
memerlukannya. Itulah sebabnya aparat pemerintah pelayanan umum (public 
service)  dan para pegawai negeri dikenal dengan abdi masyarakat (public 
servant). Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa konsep pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah juga mencakup kemudahan akses dalam 
berhubungan dengan aparatur pemerintah untuk sesuatu urusan atau 
kepentingan tertentu. Misalnya, warga negara mengharapkan pelayanan yang 
ramah, cepat, akurat dalam menyelesaikan berbagai urusan seperti pajak, 
mengurus perizinan tertentu , pengurusan tanda pengenal seseorang seperti 
kartu tanda penduduk, dan berbagai urusan lainya. 
II.2. Manajemen Pelayanan Publik 
II.2.1. Pengertian Manajemen 
 Definisi Manajemen menurut Stoner dan Walken dalam Harbani Pasolong 






perencanaan, pengorganisasian, kepemimpian dan pengendalian upaya anggota 
organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi 
tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Henry Simamora (2001:3) 
mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan 
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
 Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan mengatur 
segala sumber daya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya, yang didahului dengan perencanaan, 
pengorganisasian dan adanya kepemimpinan di dalamnya. 
II.2.2. Pengertian Pelayanan 
Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) adalah cara 
melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli 
barang atau jasa. Sementara itu, Kotler dalam Sampara Lukman (1999) 
mendefinisikan pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 
tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
 Selanjutnya Gronoos dalam Ratminto, menjelaskan pelayanan itu adalah 
suatu aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat 
adanya interaksi konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 
oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/pelanggan. 
Moenir (2001) dalam buku Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia 
mendefenisikan pelayanan sebagai: 
“Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 






tertentu dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain 
sesuai dengan haknya.” 
 
Sementara itu definisi lain menurut Philip Kotler dalam Hasibuan (2001) , 
mengemukakan bahwa Pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau  
manfaat yang dapat diberikan suatu pihak pada pihak yang lainnya, yang pada 
dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilihan sesuatu dan 
produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. 
Pelayanan dalam pengeritan Kotler, mengemukakan bahwa pelayanan itu 
tidak memiliki bentuk secara nyata sehingga pelayanan itu dapat dirasakan oleh 
pengguna jasa atau pemakai jasa. Kemudian dipertegas oleh Hasibuan, bahwa: 
“Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak 
yang lainnya, dimana pelayanan dilakukan secara ramah tamah dengan 
etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang 
menerimanya.” 
 
Ramah tamah yang dimaksudkan dalam definisi tersebut, yakni gerak-gerik 
yang diperlihatkan oleh pemberi layanan misalnya raut muka yang selalu ceria, 
senyum yang tidak dibuat-buat, gerakan tangan, kaki dan kepala serta seluruh 
tubuh yang luwes. Sedangkan etika yang dimaksud  adanya sopan santun serta 
tidak membedakan pelanggan sehingga pelayaan yang diberikan dapat 
memuaskan pihak lain sebagai pengguna jasa. 
Jika dalam arti sempit pelayanan diartikan sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan, maka dalam ruang lingkup yang lebih luas, pelayanan mengandung 
makna sebagai aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau 
perorangan kepada konsumen atau dalam bisnis sering disebut dengan 
customer (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. 






customer, adalah masyarakat yang mendapat manfaat aktivitas yang dilakukan 
oleh organisasi atau petugas tersebut. 
Dengan demikian, pelayanan berarti serangkaian aktivitas untuk 
melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, baik yang dapat diraba maupun 
tidak dapat diraba yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada penerima 
layanan. Atau pelayanan adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh 
organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat 
tidak berwujud. 
Meskipun pelayanan diartikan dalam beberapa pendapat yang berbeda, 
namun jelas memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana memenuhi kebutuhan 
pelanggan sesuai yang diharapkannya. 
II.2.3.  Manajemen Pelayanan Umum 
Salah satu tugas yang dilakukan dalam administrasi negara adalah 
menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan 
terhadap barang publik (public goods) dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana 
fungsi pemerintah melakukan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan 
umum. 
 Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan 
Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai: 
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, 
di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lembaga Administrasi 
Negara (1998) Pelayanan Umum diartikan sebagai segala bentuk kegiatan 






daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk 
barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 Sejalan dengan pendapat diatas, oleh Sadu Wasistiono dalam 
Handayaningrat (1994), mengemukakan bahwa pelayanan umum adalah 
pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah  
ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 
memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
 Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat  yang mempunyai  kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.(Agung 
Kurniawan,2005). 
Di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,  
Pelayanan publik dikatakan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk  atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan  administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Mengikuti berbagai definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa yang dilakukan oleh pihak 
penyelenggara negara dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah maupun 
pihak swasta, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan konsumen secara 
memuaskan. Dalam hal ini konsumen yang dimaksud adalah tentu saja 






pelayanan yang berkualitas dalam segala aspek kebutuhan masyarakat, untuk 
mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. 
Seiring dengan pengertian-pengertian yang  telah terlebih dahulu 
dikemukakan, manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu 
proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, 
mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan 
aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan (Ratminto 
dkk). Atau dengan kata lain, manajemen pelayanan publik berarti merupakan 
suatu proses perencanaan dan pengimplementasiannya serta mengarahkan atau 
mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi 
tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. 
Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fisik, non 
fisik maupun administratif. Pelayanan fisik dapat berbentuk jalan, jembatan, 
gedung sekolah, gedung rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan non fisik 
merupakan pelayanan yang diberikan pada masyarakat dan pemanfaatannya 
dinikmati oleh personal yang berupa pelayanan pendidikan, pelayanan 
kesehatan dan sebagainya, sedangkan pelayanan yang berupa pelayanan 
administratif adalah pelayanan yang bersifat legalitas misalnya melegalkan 
sesuatu kepemilikan atau keberadaan seseorang individu dalam masyarakat 
misalnya pelayananan perijinan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sebagainya. 
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala bentuk 
sebagaimana dikemukakan di atas, pemerintah  harus selalu berupaya agar 
pelayanan itu berjalan tertib dan teratur, serta menunjukkan adanya perlakuan 
yang baik oleh negara untuk terus mengutamakan kepentingan masyarakat. 






tentang Sendi-sendi ataupun azas-azas pelayanan umum yang perlu 
diperhatikan oleh Birokrasi pelayanan, meliputi: 
a. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur/tata cara pelayanan antara lain:       
Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan/kepastian terhadap prosedur, persyaratan, unit kerja, 
tarif/biaya, pejabat yang menerima keluhan akan pelayanan yang 
diberikan dalam suatu organisasi. 
c. Keamanan, yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang 
dilayankan oleh suatu organisasi. 
d. Keterbukaan, menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang 
diinformasikan pada masyarakat. 
e. Efisien, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi 
hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan pada hal-hal yang 
dianggap penting saja. 
f. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat 
yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat 
umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu 
juga ekonomis dalam penyelenggaraan pelayanannya itu sendiri (total 
cost). 
g. Keadilan, menyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu 
organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak 







h. Ketepatan waktu, yang artinya bahwa pelayanan yang telah dijanjikan 
sesuai dengan standar yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. 
  Pelayanan yang berkualitas  kepada masyarakat merupakan salah satu 
masalah yang mendapat perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Hal ini 
dibuktikan dalam Keputusan MenPan nomor 81 tahun 1993, yang kemudian 
dipertegas dalam Inpres Nomor 1 tahun 1995, kemudian disusul dengan Surat 
Edaran Menko-Wasbang/ PAN No. 56/ MK.WASPAN/ 6/ 98. Dan salah satu 
bunyi isi dari surat edaran tersebut adalah perbaikan mutu pelayanan 
masyarakat yang dapat diupayakan dengan jalan: 
1. Menerbitkan pedoman pelayanan yang antara lain memuat persyaratan, 
prosedur, biaya/tarif pelayanan dan batas waktu pelayanan, baik dalam 
bentuk buku panduan/pengumuman, atau melalui media informasi 
lainnya. 
2. Menempatkan petugas bertanggungjawab melakukan pengecekan 
kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai 
diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga. 
3. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang 
ditetapkan dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan terlampaui, 
maka permohonan tersebut berarti disetujui. 
4. Melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain 
dan meniadakan segala bentuk pungutan liar di luar biaya jasa pelayanan 






5. Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu (satu atap 
atau satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam 
memproses atau menghasilkan satu produk pelayanan. 
6. Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kepuasan 
pelanggan/ masyarakat atas pelayanan yang diberikan, antar lain dengan 
cara penyebaran kuisioner kepada pelanggan/masyarakat dan hasilnya 
perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti. 
7. Menata sistem dan posedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai 
dengan tuntutan perkembangan dinamika masyarakat. 
Savas dalam Waluyo (2007:127) mengemukakan bahwa pada sektor 
publik, terminologi pelayanan pemerintah (Government Service) diartikan 
sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. 
Pada tingkat kompetisi yang semakin terbuka di era globalisasi, maka 
dorongan untuk membangun pemerintahan yang digerakkan oleh pelanggan 
dengan semakin memperbaiki manajemen pelayanan, semakin strategis dan 
menjadi variabel penentu dalam mememangkan kompetisi ini. Oleh karena itu 
perlu adaya perubahan persfektif manajemen pelayanan yang mengubah fokus 
manajemen baik dalam perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. 
II.3. Kualitas Pelayanan 
Kualitas adalah penilaian subjektif pelanggan. Penilaian ini ditentukan oleh 
persepsi pelanggan terhadap jasa, persepsi tersebut dapat berubah karena 
pengaruh. 
Sementara itu, Crosby, Lethimen dan Wyckof  dalam Waluyo (2007) 






“Penyesuaian terhadap perincian-perincian  dimana kualitas ini dipandang 
sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. Dilakukan kontrol terus 
menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pengguna jasa.”  
 
Definisi kualitas yang lain pula dikemukakan oleh Crosby, Philip  dalam 
Tjiptono (2000), yang mengatakan bahwa: 
“Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratannya, meleset 
sedikit saja dari persyaratannya, maka suatu produk atau jasa dikatakan 
tidak berkualitas. Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan 
keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber 
pemerintahan, teknologi serta pasar atau pesaing.. 
Serta mengertikan kualitas sebagai segala sesuatu yang menentukan 
kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus-
menerus.” 
 
Berdasarkan pengertian kualitas, Gaspersz dalam Sampara Lukman 
mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas pada dasarnya mengacu pada 
pengertian pokok: 
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 
pelanggan dan memberikan kepuasan atas produk. 
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan. 
Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 
penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai 
berikut: 
1. Transparansi: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 







2. Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
3. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas. 
4. Parsitipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspiratif, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
5. Kesamaan hak : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 
ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban : pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry dalam Nursya’bani Purnama 
(2006:22) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata 
oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 
dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima 
dimensi servqual itu mencakup beberapa subdimensi sebagai berikut : 
1. Assurance (Jaminan); Kemampuan dan keramahan, sopan santun 
pegawai dalam meyakinkan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. 
2. Empathy (empati); Memahami masalah masyarakat dan bertindak demi 
kepentingan masyarakat, serta memberikan perhatian personil kepada 






3. Tangible (Bukti Fisik); Menyangkut kesiapan dari sarana dan prasarana 
pendukung seperti sarana fisik, komputer, adanya ruang tunggu, dan 
pelayanan-pelayanan yang menyangkut sarana dan prasarana lainnya. 
4. Reliability (Realibitas); Menyangkut kemampuan dan keandalan untuk 
menyiapkan pelayanan terpercaya terhadap konsumen, termasuk 
memberikan layanan akurat tanpa membuat kesalahan apapun. 
5. Responsiveness (Daya Tanggap); Kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan pelayaan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap 
keinginan masyarakat. 
Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 
standar pelayanan jasa yang harus diberikan sesuai dengan dimensi kualitas 
antara lain keandalan, daya tanggap, empati, jaminan dan bukti langsung demi 
tercapainya kepuasan konsumen. 
Kualitas pelayanan telah hampir menjadi faktor yang menentukan dalam 
menjaga keberhasilan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi 
perusahaan. Pelayanan yang baik serta sesuai dengan kebutuhan pengguna 
jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa 
publik (customer satisfaction). 
II.4. Kepuasan Masyarakat 
Kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin, yaitu statis yang berarti 
enough atau cukup, dan  farace berarti to do  atau melakukan. Sebuah kepuasan 
juga bisa didefinisikan sebagai persepsi terhadap sesuatu yang telah memenuhi 
harapan. Oleh karena itu, seseorang tidak akan merasa puas apabila 






merasa puas jika persepsinya sama atau lebih besar dari yang 
diharapkan.(Irawan 2006) 
Kotler dalam Tjiptono, menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan 
seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil  yang dirasakan dengan 
harapannya. Sedangkan menurut Chaplin (2005) kepuasan adalah salah satu 
keadaan kesenangan dan kesejahteraan yang disebabkan karena seseorang 
telah mencapai suatu tujuan atau sasaran. 
Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang 
dirasakan dengan harapan. Sedangkan kepuasan masyarakat adalah pendapat 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya 
(Kepmen PAN nomor 25 tahun 2004).   
Menurut Zeithaml et.al, kepuasan konsumen dapat diukur dari kesenjangan 
antara harapan dan persepsi pelanggan tentang pelayanan yang diterima. 
Harapan atau ekspektasi customer adalah perkiraan atau keyakinan pelanggan 
tentang apa yang akan diterimanya bila mengkonsumsi suatu barang atau 
menerima sebuah pelayanan. Sedangkan persepsi adalah apa yang dilihat atau 
dialami setelah memasuki sebuah lingkungan yang diharapkan memberikan 
sesuatu kepadanya. Secara umum tingkat kepuasan konsumen (=Z) dapat 
digambarkan sebagai rasio tingkat persepsi konsumen (=P) atas jasa yang 
diterima dengan tingkat ekspektasi (=E) mengenai jasa yang seharusnya 
diterima (Z= P/E). Idealnya rasio ini melebihi satu yang berarti bahwa jasa yang 






terpuaskan (Z 1). Bila hal ini tercapai, maka pelanggan akan sangat puas dan 
bila dilakukan terus menerus pelanggan akan bahagia dan menjadi loyal. Jika Z 
< 1 pelanggan tidak terpenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perbedaan antara 
pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan (kepuasan) harus 
diminimalisasi agar hasilnya mendekati atau lebih dari satu, yaitu dengan 
mengelola kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada penyerahan jasa. 
Penyedia harus memperbaiki kualitas jasa setiap saat dan semakin agresif untuk 
mengadakan penelitian akan kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. 
Menurut  Nina Rahmayanti (2010: 37) Harapan-harapan pelanggan dalam 
menerima pelayanan adalah sebagai berikut: 
1. Easy to get (kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa) 
2. Quality and Relibiality ( persyaratan kualitas jasa) 
3. Competitive price (kesesuaian biaya) 
4. Best service ( cara pelayanan yang cepat dan ramah) 
5. Service after buying  (layanan purna jual sebagai jaminan dan tanggung 
jawab) 
Sasaran manajemen pelayanan umum adalah kepuasan. Tentu yang 
dimaksud adalah kepuasan terhadap pelanggan (masyarakat) yang diberi 
pelayanan. Meskipun sasaran itu sederhana tetapi untuk mencapainya 
diperlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang seringkali tidak mudah 
dilakukan. Dalam menyelenggarakan layanan, pihak penyedia dan pemberi 
layanan harus berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama pelayanan, yaitu 
custumer satisfaction. Pada hakekatnya sifat kepuasan sangat sulit untuk 






Kotler dalam Tjiptono (2003 : 105) Menyatakan bahwa pengukuran kepuasan 
dapat dilakukan dengan : 
1. directly reported satisfaction. Yaitu pengukuran dilakukan secara 
langsung melalui pertanyaan-pertanyaan. 
2. Derived disssatisfaction, yaitu pertanyaan yang  menyangkut dua hal yaitu 
besarnya harapan konsumen terhadap atribut tertentu dan besarnya 
kinerja yang mereka rasakan. 
3. Problem analysis, yaitu konsumen yang dijadikan responden diminta 
untuk menungkapkan dua hal yaitu masalah-masalah yang mereka 
hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaa atau organisasi dan 
saran-saran untuk melakukan perbaikan. 
4. Importance-performance analysis, yaitu responden diminta untuk 
merangking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan derajat 
pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu, responden juga diminta 
merangking seberapa baik kinerja perusahaan atau organisasi dalam 
masing-masing elemen tersebut.  
Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Menurut 
Moenir (1998:197), agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok 
orang yang dilayani, ada empat persyaratan pokok, yaitu: 
1. tingkah laku yang sopan, 
2. cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang 
seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan,  
3. waktu penyampaian yang tepat, dan keramahtamahan.   
Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan kepuasan di 






dalam pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, 
faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 
berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor keterampilan petugas, dan 
faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 
II.5. Akta Kelahiran 
Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang, yang berkaitan dengan  adanya kelahiran. Dalam rangka 
memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, 
maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat 
dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. 
Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung 
kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan 
oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk 
mengeluarkan  akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Sesuai bunyi 
Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa keturunan 
anak sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran meeka, sekedar telah 
dibuktikan dalam register catatan sipil. 
Berdasarkan keturunan karena surat atau akta lahir memang membuktikan  
bahwa seorang anak yang disebutkan disana adalah anak yang disebutkan 
dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang 
melahirkan anak itu yang anaknya disebutkan disana. Manfaat Akta Kelahiran yaitu: 
1. Identitas anak 
2. Administrasi kependudukan : KTP , KK, 
3. Untuk keperluan  sekolah 






5. Mendaftar pekerjaan 
6. Persyaratan pembuatan paspor 
7. Untuk mengurus hak ahli waris 
8. Mengurus asuransi 
9. Mengurus tunjangan keluarga 
10. Mengurus hak dana pensiun 
11. Untuk melaksanakan ibadah haji 
II.6. kerangka Konseptual 
Kepuasan yaitu evaluasi terhadap apa yang diharapkan dengan 
kenyataan (kinerja)  yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan yang telah 
diberikan. Seseorang tidak akan merasa puas apabila mempunyai persepsi 
bahwa harapannya belum bisa terpenuhi. Seseorang akan merasa puas jika 
persepsinya sama atau lebih besar dari yang diharapkan.  Kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan berkaitan erat dengan pelayanan yang baik dan berkualitas, 
pelayanan yang berkualitas akan membuat masyarakat puas, demikian pun 
sebaliknya. Mengacu kepada hal tersebut, Parasuraman dalam Nursya’bani 
Purnama (2006:22) menguraikan dimensi kualitas pelayanan  tersebut ada lima 
yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.  Jika 
kualitas layanan sama atau melebihi yang diharapkan oleh konsumen, maka 


























































III.1.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Tana Toraja, sebagai pelaksana kebijakan pusat maupun daerah  
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang hendak 
membuat Akta Kelahiran. 
III.2. Unit Analisis 
 Unit analisis ini adalah Organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang memberikan pelayanan terhadap 
pembuatan akta kelahiran. 
III.3. Tipe Dasar Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan 
untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti  serta mengintegrasikan data 
yang ada secara objektif. Untuk mendapatkan data yang diinginkan maka akan 
digunakan metode survei terhadap responden penerima layanan  pembuatan 
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tana Toraja. 
III.4. Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Tana 
Toraja yang pernah mendapatkan pelayanan akta kelahiran oleh Pemerintah 






dimaksudkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Tana Toraja. 
 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut sehingga dapat mewakili populasinya. Metode Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode accidental sampling, yaitu 
metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan 
(sugiyono,1999). Dalam artian masyarakat Tana Toraja yang datang ke Dinas 
Kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengurus akta kelahiran. Untuk 
mengefektifkan waktu dan biaya, maka dilakukan pengambilan sampel dengan 
tingkat kesalahan 5% dan sampling error 85%. 
Agar responden (sampel) yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili 
populasi maka jumlah responden ditentukan menurut rumus Slovin (Rusadi 
Ruslan, 2008:150), sebagai berikut : 
n  =  Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi (dalam penelitian ini diambil sampel harian          
sebanyak 103) 
e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (presesi) karena 
kesalahan    pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, 
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1+Ne2 
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dibulatkan menjadi 82 orang 
 
III.5. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1. Observasi 
Adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan langsung. 
2. Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan adanya proses tanya jawab secara 
mendalam atau secara langsung kepada yang dianggap layak untuk 
memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Wawancara ini dapat dilakukan kepada pihak yang berwenang di kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja  , 
maupun kepada responden. Wawancara dilakukan guna melengkapi 
kuesioner. 
3. Kuesioner 
Yaitu teknik pengumpulan data degan cara menggunakan daftar 
pertanyaan yang diedarkan kepada responden sebagai sampel  dari 




n  = 
1+103x 0,05x0,05 
103 
n  = 






III.6. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data penelitian ini adalah: 
a. Data Primer, adalah data hasil kuisioner responden yang telah dipilih 
sebelumnya. 
b. Data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil wawancara. 
III.7. Defenisi Operasional 
1. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 
kinerja yang dirasakan dengan harapan. 
2. Harapan adalah perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang 
akan diterimanya bila mengkonsumsi suatu barang atau menerima 
sebuah pelayanan. 
3. Persepsi  adalah apa yang dilihat atau dialami setelah memasuki sebuah 
lingkungan yang diharapkan memberikan sesuatu kepadanya 
4. Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan 
oleh catatan sipil. 
5. Tangibles (Kenampakan Fisik) 
Menyangkut kesiapan dari sarana dan prasarana pendukung seperti 
sarana fisik, komputer, adanya ruang tunggu, dan pelayanan-pelayanan 
yang menyangkut sarana dan prasarana lainnya. 
6. Realibity (Realibitas) 
Menyangkut kemampuan dan keandalan untuk menyiapkan pelayanan 
terpercaya terhadap konsumen, termasuk memberikan layanan akurat 






7. Responsiveness (Daya Tanggap) 
Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara 
cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat. 
8. Assurance (Jaminan) 
Kemampuan dan keramahan, sopan santun pegawai dalam meyakinkan 
masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk 
menciptakan rasa aman bagi masyarakat. 
9. Empathy (empati) 
Memahami masalah masyarakat dan bertindak demi kepentingan 
masyarakat, serta memberikan perhatian personil kepada masyarakat 
yang memiliki jam operasi yang nyaman. 
III.8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu uraian 
yang berupa penggambaran untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang diberikan 
responden dalam angket, data-data yang diperoleh melalui wawancara dan studi 
pustaka digunakan sebagai data penunjang guna memperkuat dan 
memperdalam hasil yang diperoleh dari angket tersebut. 
Jawaban responden tersebut disajikan dalam bentuk tabel tunggal melalui 
perhitungan distribusi frekuensi dan prosentasi. Untuk menghitung prosentasi 










f= jumlah jawaban yang diperoleh 
N= jumlah responden  
Skala Likert merupakan jenis skala untuk mengukur variabel penelitian 
fenomena sosial spesifik, seperti sikap pendapat, persepsi sosial atau 
sekelompok orang. ( Hasan, 2002:72 ) 
Variabel penelitian yang diukur dengan skala Likert ini, dijabarkan menjadi 
indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-
item instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap 
item instrumen ini memiliki gradasi dari tertinggi ( sangat positif ) sampai pada 
terendah ( sangat negatif ).  
Untuk keperluan analisis secara kuantitatif maka jawaban-jawaban tersebut 
diberi skor :  
1. Sangat setuju dengan skor 4 
2. setuju dengan skor 3 
3. Tidak setuju dengan skor 2 
4. sangat tidak setuju dengan skor 1 
Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 
bentuk multiple choice atau cecklist.  
Pengukuran kepuasan masyarakat dengan menggunakan dimensi Service 
quality didasarkan pada skala multi item untuk mengukur harapan dan persepsi 
pelanggan serta gap diantara keduanya pada 5 dimensi kualitas jasa (keandalan, 
daya tanggap,kepastian,empati dan kenampakan fisik). Kelima dimensi tersebut 
dijabarkan secara rinci untuk variabel harapan dan persepsi yang disusun dalam 








Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
IV.1.  Kondisi Geografis Kabupaten Tana Toraja 
Kabupaten  Tana Toraja yang beribukota Makale, secara geografis terletak 
di bagian utara Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan yaitu , antara 2o Lintang 
Utara  – 3o Lintang Selatan dan 119o Bujur Barat – 120o Bujur Timur, dengan Luas 
wilayah  tercatat  2054,30 Km2.  
Dengan batas-batas, yaitu : 
 Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat. 
 Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang. 
 Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu  
 Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat 
Secara administratife, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 
Lembang dan 47 Kelurahan. Pembagian wilayah kecamatan, jumlah lembang 
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1 Bonggakaradeng 5 1 206,76 10,06 
2 Simbuang 5 1 194,82 9,48 
3 Rano 5 - 89,43 4,35 
4 Mappak 5 1 166,02 8,08 
5 Mengkendek 13 4 196,74 9,58 
6 Ganndang Batu 
Sillanan 
9 
3 108,63 5,29 
7 Sangalla 3 2 36,24 1,76 
8 Sangalla Selatan 4 1 47,80 2,33 
9 Sangalla Utara 4 2 27,96 1,36 
10 Makale 1 14 39,75 1,93 
11 Makale Selatan 4 4 61,70 3,00 
12 Makale Utara - 5 26,08 1,27 
13 Saluputti 8 1 87,54 4,26 
14 Bittuang 14 1 163,27 7,95 
15 Rembon 11 2 134,47 6,55 
16 Masanda 8 - 134,77 6,56 
17 
Malimbong Balepe 5 
1 211,47 10,29 
18 Rantetayo 3 3 60,35 2,94 
19 Kurra 5 1 60,50 2,94 
20 Jumlah 112 47 2.054,30 100,00 






Ibu kota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km ke arah utara 
kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, 
Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan 
Kabupaten Maros 
IV.2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana 
Toraja 
Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabup[aten Tana Toraja yaitu: 
“ TERBENTUKNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG 
PRIMA”. 
Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dapat 
diuraikan secara ringkas seperti berikut ini, sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Thaun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari: 
1. pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan pihak yang dilayani (pelanggan). 
2. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan 
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 
dan pembangunan sektor lain. 
3. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan 
yang terbaik yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku yang 
mampu atau dapat memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan) yang 








 Misi guna visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan yaitu: 
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan  
dokumen penduduk menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima kepada 
masyarakat. 
3. Meningkatkan kemampuan/keahlian sumber daya aparatur. 
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, terdapat tujuan misi yang harus 
dicapai yaitu, “Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam  pengurusan dan 
pembuatan dokumen penduduk”, dengan Motto: “ Kami melayani bukan 
dilayani”. 
Berdasarkan tujuan misi dan motto tersebut di atas maka Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja berusaha seoptimal 
mungkin untuk memberikan kulitas pelayanan kepada masyarakat dengan 
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Tana Toraja nomor 474-026/DKC/I/2001 Tahun 2001 tentang standar 
pelayanan publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana 
Toraja.   
VI.3.  Susunan Organisasi  
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas 
Kependudukan dan dan Catatan Sipil terdiri dari : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat: 
1. Sub bagian penyusunan program 
2. Sub bagian keuangan 






c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 
1. Seksi identitas penduduk 
2. Seksi perpindahan penduduk 
3. Seksi penduduk rentan 
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : 
1. Seksi pencatatan kelahiran dan kematian 
2. Seksi pencatatan perkawinan dan perceraian 
3. Seksi pencatatan perubahan dan mutasi data pada akta 
e. Bidang Akta Pengolahan Data dan Dokumen penduduk terdiri dari : 
1. Seksi dukungan teknis 
2. Seksi pengembangan aplikasi 
3. Seksi analisa data dan pelayanan informasi 
f. Bidang penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan dan  Pengelolaan Dokumen, 
terdiri dari: 
1. Seksi penyuluhan 
2. Seksi pengawasan dan pengusutan 
3. Seksi  pengolahan dokumen 
VI.4. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Kabupaten Tana Toraja 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 10 Tahun 
2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tana Toraja, mempunyai tugas: 








Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TanaToraja 
adalah: 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil; 
2. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. 
Selanjutnya tugas pokok tersebut dijabar fungsi tersebut dijabarkan lagi 
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Stuktural pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Disebutkan bahwa Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas: 
1. Merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu sesuai dengan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas maka 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan teknisn dinas serta  pengembangan kegiatan 
bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
2. Penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil penduduk rentan; 
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan 
kegiatan di atas; 






5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana pelayanan dokumen kependudukan 
meliputi: 
1. Pelayanan pendaftaran penduduk 
a. Kartu Keluarga (KK) 
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
c. Surat Keterangan Pindah Penduduk  
d. Surat Keteragan Kelahiran 
e. Surat Keterangan Lahir Mati 
f. Surat Keterangan Kematian 
g. Surat Keterangan Dokumen Kependudukan lainnya. 
2. Pelayanan Pencatatan Sipil; 
a. Kutipan Akta Kelahiran 
b. Kutipan Akta Perkawinan 
c. Kutipan Akta Perceraian 
d. Kutipan Akta Kematian 
e. Akta Pengakuan anak 
f. Pencatatan Perubahan Nama  
1. Kepala dinas 
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, 






pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan 
sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dinas 
b. penyusunan rencana strategik dinas 
c.penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan pelayanan umum di 
bidang kependudukan dan catatan sipil. 
d.pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan dinas 
e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
2. Sekretariat 
 Sekretariat dimpimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 
menyelenggarakan  administrasi ketatalaksanaan, surat menyurat, meliputi Sub 
Bagian Penyusunan Program, Sub bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian. 
 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, 
Sekretaris mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi, penyusunan program administrasi 






b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi penyusunan program, administrasi 
keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan sub-sub bagian. 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub-sub bagian. 
3. Bidang Pendaftaran Penduduk 
 Bidang pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 
petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 
pendaftaran penduduk. 
 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Bidang 
mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Identitas penduduk, Perpindahan 
Penduduk dan Penduduk Rentan. 
b. Penyelenggaraan Program dan  kegiatan di biadang Identitas penduduk, 
Perpindahan Penduduk dan Penduduk Rentan. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian , pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup Identitas 
penduduk, Perpindahan Penduduk dan penduduk Rentan, 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup Identitas 
penduduk, Perpindahan Penduduk dan penduduk Rentan 
4. Bidang Catatan Sipil 
 Bidang Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai 






kegiatan, program-program di bidang pencatatan sipil sesuai skala prioritas untuk 
dijadikan acuan pelaksanaan tugas dalam meningkatkan pola maksimal. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang 
mempunyai tugas: 
a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pencatatan Sipil 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pencatatan Sipil 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang 
pencatatan sipil. 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non stuktural dalam lingkup Bidang Pencatatan Sipil. 
5. Bidang Akta Pengelolaan Data dan Dokumen Penduduk 
 Bidang Akta Pengelolaan Data Dan Dokumen Penduduk dipimpin oleh 
seorang kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, 
memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan 
melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Akta Pengelolaan Data dan 
Dokumen Penduduk. 
 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala 
Bidang mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Akta Pengelolaan Data Dan Dokumen 
Penduduk; 







c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup Bidang Akta 
Pengelolaan Data Dan Dokumen Penduduk; 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non stuktural dalam lingkup Bidang Akta Pengelolaan Data Dan Dokumen 
Penduduk. 
6. Bidang Penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan dan Dokumen  
 Bidang Penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan dan Dokumen dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, 
memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, dan 
membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan, Pengawasan, 
Pengusutan dan Dokumen. 
 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut di atas, 
Kepala Bidang mempunyai tugas: 
a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan 
dan Dokumen; 
b. Penyelenggaraan progam dan kegiatan Bidang Penyuluhan, Pengawasan, 
Pengusutan dan Dokumen; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian , pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam ligkup Bidang 
Penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan dan Dokumen; 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 







F. Jenis-jenis Layanan pada Dinas Kependudukan fan Catatan Sipil 
a. Kartu Keluarga 
b. Kartu Tanda Penduduk  (KTP) 
c. Surat Keterangan Kelahiran 
d. Surat Keterangan Kematian 
e. Akta Kelahiran 
f. Akta kematian 
g. Akta perkawinan 
h. Akta Perceraian 
i. Akta Kematian 
j. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak 
k. Akta Ganti Nama 
G. Akta Kelahiran 
1) Persyaratan 
a. Penduduk WNI 
 Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan atau lainnya 
 Nama identitas saksi 
 foto copy KK dan KTP orang tua 
 foto copy  kutipan Akta Nikah Orang Tua 
 Berita acara pemeriksaan kepolisian bagi anak yang tidak diketahui 
asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. 
 TMT 01-01-2012 lebih dari 60 hari -1 tahun dengan persetujuan 








b. Penduduk WNA 
 Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan atau lainnya 
 Kutipan Akta Nikah 
 KK dan KTP orang tua pemegang izin tinggal tetap 
 Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal 
terbatas 
 Paspor bagi pemegang izin kunjungan 
2). Prosedur 
a. Di Lembang/Kelurahan 
 Mengisi formulir surat keterangan kelahiran yang ditandatangani 
pemohon dan diketahui oleh Kepala Lembang/Kelurahan. 
 Petugas/pemohon meneruskan permohonan beserta persyaratan 
kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disertai 2 (dua) orang 
saksi. 
b. di Dinas Kependudukan dan Catatan 
 Pemohon menyerahkan formulir permohonan beserta persyaratannya 
melalui loket. 
 Petugas pencatatan sipil menerima dan melakukan verifikasi dan 
validasi data pemohon. 
 Petugas pencatatan sipil mencatat dalam buku register akta kelahiran. 
 Petugas menerbitkan kutipan akta kelahiran. 
 Kutipan akta kelahiran diserahkan kepada Kepala Dinas untuk 
ditandatangani. 






3) Biaya pembuatan Akta Kelahiran 
  Pengurusan akta kelahiran disesuaikan dengan peraturan daerah dan SK 
Dinas Kependudukan dan catatan sipil. 
4) Waktu Penyelesaian 
  Waktu penyelesaian akta kelahiran : 7 hari kerja 
5). Waktu Pelayanan  
 Senin-kamis : pukul 08.15-13.45 
 Jumat  : pukul 08.15-11.15 
 Sabtu  : pukul 08.15-12.15 
6). Pengaduan Pelayanan  
  Pengaduan pelayanan dialamatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan 


















V.1. Karakteristik Responden 
V.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, 
berdasarkan jenis kelamin, ditunjukkan dalam tabel 02 di bawah ini. 
 Tabel 02 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 Laki-laki 47 57 
2 Perempuan 35 43 
 Jumlah 82 100 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 82 orang responden, yang 
merupakan responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamain laki-
laki dengan persentase sebesar 57 %. 
V.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, 
berdasarkan umur, ditunjukkan dalam tabel 03  di bawah ini. 
Tabel 03 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No Klasifikasi Umur Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 21 s.d 30 tahun 34 42 
2 31 s.d 40 tahun 28 35 
3 41 s.d 50 tahun 11 13 
4 51 tahun keatas 9 10 
 Jumlah 82 100 







Data pada tabel 03 menunjukkan bahwa dari 82 responden, kebanyakan 
responden berada pada klasifikasi umur 21 s.d 30 tahun, dengan jumlah 
persentase sebesar 42 %. Dan klasifikasi umur 51 tahun keatas merupakan 
penyumbang responden terkecil, dengan persentase sebesar 10 %. 
V.2. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Akta Kelahiran 
V.2.1. Dimensi Tangibles 
 Dimensi tangibles Menyangkut kesiapan dari sarana dan prasarana 
pendukung seperti sarana fisik, adanya ruang tunggu, dan sarana prasarana fisik 
pelayanan lainnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Ketersediaan fasilitas parkir 
2. Ketersediaan fasilitas toilet 
3. Kerapian petugas pembuat akta kelahiran 
4. Kenyamanan ruang tunggu, dan 
5. Lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Berikut akan dipaparkan penilaian dari kelima indikator tersebut di atas. 
a. Fasilitas Parkir yang memadai 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas fasilitas parkir yang 






















1 sangat memadai 4 56 224 68,29 
2 memadai 3 26 78 31,71 




1 0 0 0,00 
Total 82 302 100,00 
rata-rata= 3,68  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Data dari tabel 04 terlihat bahwa harapan masyarakat terhadap 
tersedianya fasilitas parkir yang memadai, sangat tinggi, terbukti dari jumlah 
responden,sebanyak 68,29% responden sangat mengharapkan tersedianya 
fasilitas parkir yang memadai, dan 31,71% responden juga mengharapkan 
faslitas parkir yang memadai. Hal ini terterjadi karena banyaknya masyarakat 
yang datang menggunakan kendaraan pribadi berupa kendaraan roda dua, 
maupun roda empat untuk mengurus akta kelahiran. Jadi fasilitas parkir sangat 
diperlukan demi keamanan kendaraan mereka.  
Tabel 05 










1 sangat memadai 4 32 128 39,02 
2 Memadai 3 36 108 43,90 




1 1 1 1,22 
Total 82 263 100,00 
rata-rata= 3,21    






Sementara itu dari dari tabel 05 fasilitas parkir yang telah tersedia di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 39,02% responden menjawab bahwa 
fasilitas parkir yang disediakan sudah sangat memadai, dan 43,90% responden 
menilai fasilitas parkir yang tersedia sudah memadai, dan jumlah responden 
yang menilai bahwa fasiliatas parkir yang tersedia tidak memadai sebanyak 
15,85% dan  1 orang menilainya sangat tidak memadai. 
 
Tabel 06 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,21 3,68 -0,47 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Meskipun persentase responden yang menilai fasilitas parkir yang 
disediakan telah memadai, dari  tabel 06 terlihat bahwa ada gap negatif yang 
terjadi, dimana nilai rata-rata persepsi jauh lebih kecil dari nilai rata-rata harapan. 
Dari hal tersebut dapat dinilai bahwa harapan masyarakat terhadap tersedianya 
lahan parkir yang baik belum dapat dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Hal ini diperkuat dengan jumlah responden 
yang menilai bahwa fasiliatas parkir yang tersedia tidak memadai sebanyak 
15,85% dan  1 orang menilainya sangat tidak memadai.  
Menurut hasil pengamatan penulis, fasilitas parkir yang tersedia masih 
belum memadai, hal ini dikarenakan sempitnya lahan parkir tersebut sehinggah 
tidak cukup untuk menampung kendaraan pribadi untuk pegawai dan masyarakat 
yang datang mengurus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apalagi, 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada satu lokasi dengan Dinas 






pun harus berbagi fasilitas parkir. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat 
yang terpaksa memarkir kendaraannya di pinggir jalan.  
Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat pengurus akta 
kelahiran “tempat parkirnya sempit sekali, motorku terpaksa terparkir di pinggir 
jalan karena sudah tidak ada tempat yang kosong di halaman”(Bapak Andarias 
Layuk, 42 tahun). Sementara itu, Bapak Abner Sumule selaku Kepala Bidang 
Pencatatan Sipil pun mengakui hal tersebut, dengan mengatakan “masalah 
keterbatasan lahan parkir memang menjadi salah satu kekurangan kami disini. 
Apalagi di lokasi ini ada dua instansi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil ini sendiri dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah, jadi fasilitas parkir disini memang tidak cukup untuk menampung 
kendaraan pegawai dari dua instansi tersebut ditambah lagi dengan masyarakat. 
Jadi masalahnya adalah karena keterbatasan lahan saja”.  
b. Fasilitas Toilet Yang Berfungsi Dengan Baik 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas fasilitas toilet yang 
tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja 
Tabel 07 
Harapan Masyarakat Terhadap Fasilitas Toilet Yang Tersedia Di 










1 sangat baiik 4 54 216 65,85 
2 baik 3 25 75 30,49 
3 tidak baik 2 2 4 2,44 
4 sangat tidak baik 1 1 1 1,22 
Total 82 296 100,00 
rata-rata= 3,61 






Tabel 07 memperlihatkan bahawa responden sangat mengharapkan 
tersedianya fasilitas toilet yang berfungsi dengan baik. Terbukti dengan 65,85% 
responden memilih jawaban sangat baik dan 30,49% memilih opsi baik.  Dan 
hanya sebesar 3,66% responden tidak berharap tersedianya toilet. Alasan 
responden tersebut adalah karena pengurusan akta kelahiran memang 
terkadang dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama, sehingga 
selama menunggu mereka tidak berkepentingan untuk ke toilet. 
Tabel 08 
Persepsi masyarakat terhadap fasilitas toilet yang tersedia di Dinas 










1 sangat baik 4 34 136 41,46 
2 Baik 3 33 99 40,24 
3 tidak baik 2 13 26 15,85 
4 sangat tidak baik 1 2 2 2,44 
Total 82 263 100,00 
rata-rata= 3,21 
    
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 08, terlihat bahwa fasilitas toilet yang tersedia sudah memadai 
dengan baik. Hal ini terlihat dari 41,46% responden memilih opsi sangat setuju, 
dan 40,24% memilih setuju. Adapun responden yang menilai bahwa toilet yang 
tersedia tidak berfungsi dengan baik adalah 15,85% dan 2,44% memilih opsi 
sangat tidak setuju terhadap tersedianya fasilitas toilet yang dapat berfungsi 
dengan baik. Hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat yang tidak 
mengetahui bahwa ada fasilitas toilet yang disediakan. Hal ini penulis ketahui 
dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan “Saya tidak tahu 
kalau ada toilet yang disediakan untuk kami, setahu saya itu (toilet.red) cuma 






penulis, hal itu terjadi karena tidak ada papan petunjuk yang dapat mengarahkan 
masyarakat yang membutuhkan toilet. Meskipun sebenarnya toilet yang tersedia 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut tidak hanya untuk pegawai 
saja, namun juga bagi masyarakat yang  berkepentingan di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil. 
Tabel 09 







3,21 3,61 -0,4 
    Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Sementara itu, dari tabel 09 terlihat bahwa masyarakat masih belum 
cukup puas dengan fasilitas toilet yang tersedia. Menurut pengamatan penulis, 
hal ini karena toilet yang tersedia memang kurang di jaga kebersihannya. 
c. Kerapian Petugas Pembuat Akta Kelahiran 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kerapian petugas 
pembuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana 
Toraja. 
Tabel 10 










1 sangat rapi 4 64 256 78,05 
2 rapi 3 18 54 21,95 
3 tidak rapi 2 0 0 0 
4 sangat tidak rapi 1 0 0 0 
Total 82 310 100,00 
rata-rata= 3,78 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Kerapian petugas dalam memberikan layanan merupakan  salah satu hal 






yang memperlihatkan bahwa 78,05% responden sangat mengaharapkan  
kerapaian  dan  21,95% memilih opsi rapi yang berarti mereka juga 
mengharapkan petugas sangat berpenampilan rapi.. Tidak ada responden yang 
tidak mengaharapkan kerapian petugas 
Tabel 11 










1 sangat rapi 4 33 132 40,24 
2 Rapi 3 45 135 54,88 
3 tidak rapi 2 4 8 4,88 
4 sangat tidak rapi 1 0 0 0,00 
Total 82 275 100,00 
rata-rata= 3,35 
   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 11 terlihat bahwa kebanyakan responden menilai para petugas 
pembuat akta sudah terlihat rapi, dengan 40,24% yang memilih opsi sangat rap 
idan 54,88% memilih rapi. Terlihat bahwa, persentase responden yang memilih 
opsi sangat setuju jauh lebih kecil dari persentase responden yang memilih opsi 
sangat setuju  pada tabel. Sementara itu ada 4,88% menilai bahwa para petugas 
tidak rapi. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa petugas pembuat akta 
kelahiran ssedah rapi. 
Tabel 12 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,35 3,78 -0,43 
.  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dan dari tabel 12 terlihat bahwa rata-rata persepsi masyarakat lebih kecil 






petugas. Hal ini berarti masyarakat belum cukup puas terhadap kerapian 
petugas. 
 Hasil wawancara penulis dengan  Bapak Tandikaraeng (29 tahun) salah 
satu masyarakat yang datang mengurus akta kelahiran mengatakan “Seharusnya 
sebagai Abdi Negara yang baik, petugas dapat menggunakan atribut berpakaian 
Dinas yang lengkap, seperti halnya papan nama. Hal ini cukup penting agar 
masyarakat yang datang mengurus akta kelahiran tahu siapa yang melayani 
mereka.” 
“Kalau sudah dalam ruangan sebaiknya jaketnya dilepas agar terlihat lebih 
rapi”.(Bapak Andarias Layuk, 42 tahun) 
 Menurut pengamatan penulis sendiri, petugas pembuat akta kelahiran 
masih belum cukup rapi, hal itu terlihat dari kebebasan para petugas 
menggunakan alas kaki berupa sendal  disaat jam kerja, dan sangat jarang 
petugas yang menggunakan papan nama saat bertugas. Begitupun dengan 
kerapian dalam ruangan kerja, sama sekali tidak tersedia adanya papan petunjuk 
yang mengisyaratkan pada meja mana masyarakat seharusnya mengurus akta 
kelahiran, berhubung dalam ruangan pencatatan Sipil tersebut dilayani lima jenis 
pelayanan akta yang salah satunya adalah akta kelahiran. Hal ini kerap membuat 
masyarakat bingung. Inilah yang menyebabkan masyarakat belum cukup puas 
dengan kerapian petugas. 
d. Kenyamanan Ruang Tunggu 
 Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas atas Kenyamanan Ruang 


















1 Sangat nyaman 4 58 232 70,73 
2 nyaman 3 22 66 26,83 




1 0 0 0,00 
Total 82 302 100,00 
rata-rata= 3,68 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Jika tidak ada kendala berarti, idealnya akta kelahiran bisa diselesaikan 
dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini membuat masyarakat memilih untuk 
menunggu di hari itu juga pembuatan akta kelahiran, daripada harus kembali lagi 
ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil keesokan harinya. Hal inilah yang 
menyebabkan pentingnya ruang tunggu yang nyaman itu bagi 97,56% 
responden. Sementara 2,44% responden lainnya tidak membutuhkan ruang 
tunggu yang nyaman. Hal ini dapat terlihat pada tabel 13. 
Tabel 14 










1 sangat nyaman 4 36 144 43,90 
2 Nyaman 3 30 90 36,59 




1 0 0 0,00 
Total 82 266 100,00 
rata-rata= 3,24 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Sementara itu di tabel 14, dari persepsi masyarakat terlihat bahwa  
80,49% dari responden menilai sudah tersedia ruang tunggu yang nyaman, dan 













Gap (3)  
(1)-(2) 
3,24 3,68 -0,44 
    Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Tabel 15 memperlihatkan adanya nilai negatif dari gap antara persepsi 
dan harapan yang berarti bahwa sebenarnya masyarakat belum puas dengan 
ruang tunggu yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini 
juga dibenarkan oleh 19,51% responden yang mempersepsikan hal tersebut. 
Demikian pun menurut hasil pengamatan penulis bahwa ruang tunggu yang 
tersedia belum cukup untuk menampung masyarakat yang datang mengurus 
akta kelahiran. Hal ini dikarenakan ruang kerja petugas disatukan dengan ruang 
tunggu sehingga tersedia ruang tunggu yang begitu minim. Hanya ada beberapa 
kursi saja, sehingga ada sebagian masyarakat yang harus berdiri di luar ruangan 
sambil menunggu terbitnya akta kelahiran yang mereka urus. Dan Bapak Abner 
Sumule sebagai Kepala Bidang Pencatatas Sipil pun berpendapat “masalah 
ruang tunggu yang minim ini, sebenarnya kami juga tidak membiarkan ruang 
tunggunya seperti ini, namun di tahun ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
akan dijadikan sebagai pilot project pelayanan prima untuk Kabupaten Tana 
Toraja. jadi kedepan ruang tunggunya akan dibuat senyaman mungkin” 
e. Keterjangkauan Lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas Lokasi Dinas 



















1 sangat terjangkau 4 54 216 65,85 
2 terjangkau 3 28 84 34,15 




1 0 0 0,00 
Total 82 300 100,00 
rata-rata= 3,66 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mudah dijangkau 
merupakan harapan dari 100% reponden. Hal ini terlihat dari tabel 16. Dari 82 
responden, 54 diantaranya memilih opsi sangat terjangkau, 28 mengharapkan 
kantor dinas yang dapat dijangkau dengan mudah dan tidak ada responden yang 
tidak mengharapkan bahwa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat 
dijangkau dengan mudah. 
Tabel 17 










1 sangat terjangkau 4 47 188 57,32 
2 Terjangkau 3 29 87 35,37 




1 0 0 0,00 
Total 82 287 100,00 
rata-rata= 3,50 
   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 17 terlihat bahwa 57,32% responden mengangap kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil mudah dijangkau, dan 35,37% juga 
menganggap demikian. Sementara itu, 7,32% lainnya atau sekitar 12 orang 







Tabel 18  





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,5 3,66 -0,16 
  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 18 terlihat terjadi gap dengan nillai -0,16. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh penilaian 7,32% masyarakat yang menganggap bahwa kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sulit untuk dijangkau.  
Pada umumnya 7,32% responden yang memilih opsi tidak setuju diatas 
adalah mereka yang datang dari desa yang jauh sehinggah memerlukan waktu 
tempuh perjalanan yang cukup lama ditambah lagi dengan biaya transportasi  
yang tidak sedikit untuk dapat sampai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Salah satu responden mengatakan “untuk sampai kesini, uangku habis 
Rp150.000 sewa ojek PP”.(NN, 42 tahun) 
Sebenarnya untuk mengatasi hal ini, menurut Bapak Abner Sumule 
selaku Kepala Bidang Pencacatan Sipil, Kepala Desa setempat dapat 
menguruskan akta kelahiran bagi penduduknya, sehinggah penduduk di desa 
tersebut tidak perlu menghabiskan biaya dan waktu yang besar untuk dapat 
sampai ke kota Makale dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada. 
Namun demikian hal tersebut tergantung dari kepala desa setempat. Ada kepala 
desa yang menjadi perpanjangan tangan penduduknya untuk mengurus akta 
kelahiran, apa pula yang tidak. 
V.2.2. Dimensi Reliability  
 Dimensi Reability Menyangkut kemampuan dan keandalan untuk 






layanan akurat tanpa membuat kesalahan apapun. Indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini: 
1. Kesesuaian janji layanan 
2. Keakuratan akta kelahiran yang terbit 
3. Kedisiplinan petugas 
4. Kejelasan persyaratan akta kelahiran 
5. Kewajaran biaya penbuatan akta kelahiran. 
di bawah ini akan dipaparkan penilalian kelima indikator tersebut di atas. 
a. Kesesuaian Janji Layanan Yang Diberikan Oleh Dinas Kependudukan Dan 
Catatan Sipil 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kesesuaian janji layanan 
yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 19 










1 sangat sesuai 4 49 196 59,76 
2 Sesuai 3 32 96 39,02 
3 tidak sesuai 2 1 2 1,22 
4 sangat tidak sesuai 1 0 0 0,00 
Total 82 294 100,00 
rata-rata= 3,59 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 19, terlihat bahwa 98,78 responden pengisi kuesioner 
mengharapkan akta kelahiran yang telah mereka urus dapat selesai sesuai 
dengan waktu yang telah dijanjikan petugas. Sedangkan 1,22% responden tidak 






seringkali ada halangan yang tidak diduga-duga yang menyebabkan akta 
kelahiran selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan sebelumnya. 
Tabel 20 










1 sangat sesuai 4 34 136 41,46 
2 Sesuai 3 38 114 46,34 
3 tidak sesuai 2 9 18 10,98 
4 sangat tidak sesuai 1 1 1 1,22 
Total 82 269 100,00 
rata-rata= 3,28       
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel 20 memperlihatkan bahwa 87,80% responden menyatakan bahwa 
permohonan pembuatan akta kelahiran mereka selesai sesuai dengan waktu 
yang telah dijanjikan petugas sebelumnya. Sementara itu 10,98% responden 
menyatakan bahwa permohonan pembuatan akta kelahiran mereka tidak sesuai 
dengan waktu yang telah dijanjikan petugas, begtiu pula dengan 1,22 % 
responden lainnya yang menilai sama. “Saya sudah tiga kali bolak-balik kesini 
tapi tapi akta kelahirannya belum selesai. Alasannya karena banyak yang 
mengurus lah, belangkonya habis.. Kasian saya mati di ongkos.” Ungkap salah 
satu masyarakat pemohon akta kelahiran berusia 34 tahun  yang enggan 
diketahui namanya.  
Tabel 21 





Gap (3) (1)-(2) 
3,28 3,59 -0,31 
   Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel 21 di atas memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini dapat 






yang menimbulkan gap bernilai negatif. Setelah hal ini dikonfirmasi kepada 
Bapak Abner Sumule selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil, beliau 
memaparkan bahwa masalah ketidaktepatan waktu penyelesaian akta kelahiran 
memang sesekali terjadi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang 
pertama adalah faktor habisnya belangko Seperti halnya tahun lalu, jumlah 
pemohon melebihi persediaan belangko, hal ini menyebabkan pemohon yang 
tersisa di akhir tahun 2011 sampai awal 2012 tidak  kebagian belangko. Jadi 
para pemohon harus menunggu tibanya belangko dari pusat. Faktor kedua 
adalah keterbatasan fasilitas komputer pencetak akta kelahiran. Seperti yang 
penulis amati bahwa hanya tersedia dua unit komputer. Hal ini dipengaruhi oleh 
minimnya anggaran yang tersedia.   
b. Keakuratan Akta Kelahiran Yang Terbit 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas keakuratan akta 
kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 
Tana Toraja. 
Tabel 22 











1 sangat akurat 4 50 200 60,98 
2 Akurat 3 26 78 31,71 
3 tidak akurat 2 6 12 7,32 
4 sangat tidak akurat 1 0 0 0,00 
Total 82 290 100,00 
rata-rata= 3,54 
 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Sudah barang tentu akta kelahiran yang bebas dari kesalahan menjadi 






tabel 22 yang menggambarkan bahwa 92,69% responden mengharapkan hal 
demikian, sementara itu 7,32% diantaranya masih memberikan toleransi bahwa 
kesalahan pembuatan akta kelahiran merupakan hal yang wajar terjadi, 
mengingat pembuatnya adalah manusia. Oleh sebab itu mereka memilih opsi 
tidak setuju. 
Tabel 23 











1 sangat akurat 4 34 136 41,46 
2 Akurat 3 27 81 32,93 
3 tidak akurat 2 18 36 21,95 
4 sangat tidak akurat 1 3 3 3,66 
Total 82 256 100,00 
rata-rata= 3,12 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel persepsi terlihat bahwa 41, 46% responden menerima akta 
kelahiran yang bebas dari kesalahan. Demikian juga dengan 32,93% lainnnya. 
Sementara itu 21,95% responden menyatakan bahwa akta kelahiran selesai 
dengan sejumlah kesalahan.”Akta kelahiran yang saya urus ada dua, yang satu 
berjenis kelamin perempuan dan yang satunya lagi laki-laki, tapi setelah terbit 
jenis kelamin yang tertera di bawah malah tertukar”, ungkap Henni Barung (22 
tahun) salah seorang pemohon akta kelahiran. “Nama yang tertera di bawah akta 
kelahiran salah”, terang Ibu Lusiana (33 tahun). 
Tabel 24 







3,12 3,54 -0,42 






Tabel 24 memperlihatkan adanya nilai negatif dari gap antara persepsi 
dan harapan yang berarti bahwa sebenarnya masyarakat belum puas. Menilai 
hal tersebut, Bapak Manase Sampe selaku staff pembuat akta kelahiran 
mempunyai pembelaan sendiri. Menurutnya, kesalahan akta kelahiran yang terbit 
tidak sepenuhnya kesalahan petugas pembuat akta kelahiran. Salah satu hal 
yang paling umum terjadi adalah kesalahan nama yang tercantum pada surat 
keterangan dari kelurahan ataupun kepala desa tempat tinggal. Pada umumnya 
masyarakat tidak teliti melihat nama mereka pada surat keterangan tersebut, 
sementara itu petugas akta kelahiran menerbitkan akta kelahiran dengan nama 
yang sesuai dengan nama  pada surat pengantar tersebut. Selain itu masyarakat 
tidak menyertakan surat-surat yang menyatakan bahwa data yang ada sudah 
benar. Dan penyebab lainnya adalah kelalaian petugas. 
Menurut pengamatan punulis selama melakukan penelitian di Dinas 
Kependudukan dan catatan sipil, ada cukup banyak masyarakat yang datang 
mengadukan kesalahan akta kelahiran mereka. Bagi sebagian kasus yang masih 
mudah diatasi, para petugas masih dapat mengakali, namun untuk kasus yang 
lumayan berat, masyarakat harus mengganti akta kelahiran tersebut dengan 
biaya Rp.102.000. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya harapan masyarakat 
agar akta kelahiran yagn terbit itu tidak bercacat agar mereka terbebas dari biaya 
penggantian yang agak memberatkan bagi sebagian responden. 
c. Kedisiplinan Petugas 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kedisiplinan para 

















1 sangat disiplin 4 55 220 67,07 
2 disiplin 3 27 81 32,93 




1 0 0 0,00 
Total 82 301 100,00 
rata-rata= 3,67 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan sangat diharapkan, 
hal ini diperlihatkan pada tabel 25, dimana 67,07% responden sangat 
mengaharapkan kedisiplinan dari petugas dan  32,93% lainnya memilih opsi 
kedua yang berarti masyarakat tersebut juga mengharapkan hal demikian. Tidak 
ada respoden yang memilih tidak mengharapkan maupun sangat tidak 
mengharapkan kedisiplinan dari petugas. 
Tabel 26  










1 sangat disiplin 4 30 120 36,59 
2 Disiplin 3 35 105 42,68 




1 3 3 3,66 
Total 82 256 100,00 
rata-rata= 3,12 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Sementara itu persepsi masyarakat tentang kedisiplinan petugas dalam 
memberikan pelayanan adalah 79,27 menilai bahwa petugas sudah memiliki 






3,66% lainnya sangat tidak setuju apabila dikatakan petugas telah memiliki 
disiplin dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat terlihat pada tabel 26 diatas. 
Tabel 27  




(2) Gap (3) (1)-(2) 
3,12 3,67 -0,55 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Persepsi masyarakat pada tabel 26 di atas sangat mempengaruhi tingkat 
kepuasan masyarakat, sehingga pada tabel 27 diperlihatkan terjadinya gap 
sebesar -0,55. Dari pengamatan penulis, para petugas memang masih kurang 
disiplin dalam menjalankan tugas. Seringkali petugas lebih banyak mengobrol 
dengan petugas lainnya pada jam kerja, dan tidak jarang mereka jadi terkesan 
acuh terhadap masyarakat yang datang mengurus akta kelahiran. 
Hal senada juga disampaikan bapak Andarias Layuk, “para petugas harusnya 
lebih berkonsentrasi kepada masyarakat, tidak bercerita selama jam kerja”, 
ungkapnya. 
d. Kejelasan Persyaratan Akta Kelahiran  
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kejelasan persyaratan 
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 28 










1 sangat jelas 4 56 224 68,29 
2 jelas 3 26 78 31,71 
3 tidak jelas 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak jelas 1 0 0 0,00 
 








Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 28,terlihat bahwa 68,29% memilih opsi sangat jelas untuk 
harapan mereka terhadap kejelasan persyaratan akta kelahiran dan 31,71% 
memilih opsi jelas untuk hal yang sama. Dari persentase tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kejelasan persyaratan sangat diharapkan oleh masyarakat 
untuk memudahkan pengurusan akta kelahiran. 
Tabel 29  










1 sangat jelas 4 41 164 50,00 
2 Jelas 3 38 114 46,34 
3 Tidak jelas 2 1 2 1,22 
4 sangat tidak jelas 1 2 2 2,44 
Total 82 282 100,00 
rata-rata= 3,44 
   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel 29 memperlihatkan bahwa 96,34% masyarakat menganggap 
persyaratan pembuatan akta kelahiran memang sudah jelas. Sementara itu 
1,22% responden dan 2,44 % responden yang memilih opsi sangat tidak sjelas 
menganggap persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran sangat tidak jelas. 
Tabel 30  







3,44 3,68 -0,24 
  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Tabel 30 di atas memperlihatkan masyarakat masyarakat masih belum 
puas dengan kejelasan pesyaratan akta kelahiran. Hal ini ditandai dengan 
adanya gap bernilai -0,24. 
  Menurut pengamatan penulis sendiri, sebenarnya syarat dalam mengurus 






Sumule, masyarakat yang kadang memang tidak memiliki berkas yang 
dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran. Dan 
Menurut pengamatan penulis selama melakukan penelitian, pihak Dinas 
Kependudukan sudah banyak memberikan toleransi dan jalan keluar bagi 
mereka yang bermasalah dengan kelengkapan berkas kelengkapan permohonan 
pembuatan  akta kelahiran.   
e. Kewajaran Biaya Pembuatan Akta Kelahiran 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kewajaran biaya 
pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana 
Toraja. 
Tabel 31 











1 sangat wajar 4 47 188 57,32 
2 wajar 3 35 105 42,68 
3 tidak wajar 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak wajar 1 0 0 0,00 
Total 82 291 100,00 
rata-rata= 3,55 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Kadang kala biaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat prioritas masyarakat untuk memiliki sesuatu, demikian pun halnya dengan 
kepemilikan akta kelahiran. Oleh sebab itulah, kewajaran biaya dalam membuat 
akta kelahiran sangat diharapkan oleh masyarakat. Terbukti dari tabel  31 yang 
memperlihatkan 57,32% responden memilih opsi sangat wajar dan 42,68% 


















1 sangat wajar 4 44 176 53,66 
2 Wajar 3 31 93 37,80 
3 tidak wajar 2 7 14 8,54 
4 sangat tidak wajar 1 0 0 0,00 
Total 82 283 100,00 
rata-rata= 3,45 
   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel di atas terlihat bahwa 53,66% responden menilai bahwa biaya 
dalam membuat akta kelahiran sangat wajar dan 37,80% responden menilainya 
wajar. Sementara itu 8,54% responden lainnya menilai biaya pembuatan akta 
kelahiran tidak wajar. Hal ini disebabkan responden tersebut menilai bahwa biaya 
pembuatan akta kelahiran dengan rincian, untuk anak pertama dan kedua 
dikenai biaya sebesar Rp.42.000, dengan rincian biaya administrasi Rp.10.000 
dan biaya pembuatan akta yang tercantum dalam Perda Tana Toraja sebesar 
Rp.32.000. sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya, dikenai biaya Rp. 
52.000, dengan rincian biaya administrasi Rp.10.000 dan biaya pembuatan akta 
yang tercantum dalam Perda Tana Toraja sebesar Rp.42.000. Paulus 
Parambungan yang merupakan salah satu masyarakat yang datang mengajukan 
permohonan pembuatan akta kelahiran menilai akta kelahiran masih terlalu 
mahal,”Terlalu mahal biayanya, belum terjangkau. Padahal akta kelahiran 
merupakan persuratan yang penting” , tuturnya. 
Tabel 33 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,45 3,55 -0,1 






Pada tabel 33 terjadi Gap antara persepsi dan harapan masyarakat, 
ketidakpuasan masyarakat ini dimungkinkan karena masyarakat membandingkan 
biaya pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tana Toraja yang masih agak 
mahal dibsandingkan dengan sebagian daerah lain yang tidak memungut biaya 
dari pemohon pembuat akta kelahiran. 
V.2.3. Dimensi Assurance 
 Dimensi assurance menyangkut kemampuan dan keramahan, sopan 
santun pegawai dalam meyakinan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. 
Indikator  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 
2. Keamanan selama mendapatkan akta kelahiran 
3. Kesopanan petugas dalam melayani 
4. Keramahan petugas dalam memberikan pelayanan 
5. Kejujuran petugas dalam memberikan pelayanan 
di bawah ini akan dipaparkan penilaian dari kelima indikator tersebut di atas. 
a. kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kemampuan 
petugas dalam memberikan layanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 




















1 sangat mampu 4 47 188 57,32 
2 mampu 3 35 105 42,68 




1 0 0 0,00 
Total 82 293 100,00 
rata-rata= 3,57 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Kemampuan petugas pembuat akta kelahiran dalam memberikan 
pelayanan sangat diharapkan oleh 100% responden. Itulah sebabnya pentingnya 
menempatkan orang yang tepat di tempat  yang tepat dalam suatu instansi atau 
lebih sering disebut the right man in the right place.  
Tabel 35 










1 sangat mampu 4 31 124 37,80 
2 Mampu 3 44 132 53,66 
3 tidak mampu 2 7 14 8,54 
4 sangat tidak mampu 1 0 0 0,00 
Total 82 270 100,00 
rata-rata= 3,29 
   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 35 dapat dilihat bahwa 91,46% responden menilai bahwa 
petugas pembuat akta kelahiran telah memiliki kemampuan. Sementara 8,54% 
responden lainnya menilai bahwa petugas akta kelahiran tidak memiliki 
kemampuan. Hal ini tidak lepas dari kecacatan atau adanya sejumlah kesalahan 
atas akta kelahiran mereka yang terbit. Mereka pun menyimpulkan bahwa para 
petugas pembuat akta kelahiran tidak mampu dalam menjalankan pekerjaannya. 






pemohon yang akta kelahirannya terbit dengan sejumlah kesalahan,”Kalau bisa 
petugasnya harus lebih teliti agar jadinya tidak seperti ini”, tegasnya. 
Menanggapi  hal ini, Bapak Abner Sumule pun menanggapi,”pegawai disini juga 
adalah manusia, kadang-kadang karena sudah terlalu lelah melayani 
permohonan akta kelahiran, mereka jadi kurang teliti”. 
Tabel 36 







3,29 3,57 -0,28 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Dari tabel di atas tercermin bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya 
puas terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. Dapat dilihat 
bahwa nilai rata-rata persepsi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata harapan. 
Namun menurut pengamatan penulis, para petugas telah memiliki 
kemampuan dalam memberikan pelayanan. Hal ini ditunjukkan dengan 
kemampuan mereka menangani pekerjaan dan memberikan solusi terhadap 
setiap keluhan masyarakat. 
b. Keamanan Selama Mendapatkan Pelayanan Akta Kelahiran 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas rasa aman selama 
mendapatkan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan 





















1 sangat aman 4 53 212 64,63 
2 aman 3 29 87 35,37 
3 Tidak aman 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak aman 1 0 0 0,00 
Total 82 299 100,00 
rata-rata= 3,65 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel 37 menunjukkan bahwa 64,63% responden di atas sanagt 
membutuhkan rasa aman dalam mengurus akta kelahiran hal tersebut terbukti 
dengan memilih opsi sangat aman yang berarti masyarakat sangat 
mengharapkan keamanan dan 35,37% lainnya memilih opsi aman. Dari hal 
tersebut dapat dinilai bahwa responden mengharapkan rasa aman selama 
mengurus akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Tabel 38 











1 sangat aman 4 42 168 51,22 
2 Aman 3 34 102 41,46 
3 tidak aman 2 6 12 7,32 
4 sangat tidak aman 1 0 0 0,00 
Total 82 282 100,00 
rata-rata= 3,44 
   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dalam tabel persepsi (tabel 38) terlihat bahwa 51,22% responden 
sangat setuju bilamana terdapat rasa aman di  Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, dan 41,46 % menilai terdapat rasa aman di Dinas Kependudukan 






bahwa tidak terdapat rasa aman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal 
ini berkaitan erat dengan sebagian dari responden yang harus memarkirkan 
kendaraan mereka di pingggir jalan karena sempitnya lahan parkir yang tersedia 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menurut mereka dapat 
mengancam keamanan kendaraan mereka. 
Tabel 39  





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,44 3,65 -0,21 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Dari tabel 39 di atas terlihat adanya gap sebesar -0,21 yang berarti 
msyarakat masih kurang puas terhadap rasa aman pada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil. 
c. Kesopanan Petugas Dalam Melayani 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kesopanan 
petugas dalam melayani pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 40 










1 sangat sopan 4 67 268 81,71 
2 sopan 3 15 45 18,29 
3 tidak sopan 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak sopan 1 0 0 0,00 
Total 82 313 100,00 
rata-rata= 3,82 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan juga mendapat 






kesopanan dalam berbicara, berpenampilan maupun berperilaku. Hal ini 
ditunjukkan di tabel 40 dimana 81,71% responden sangat mengharapkan 
dilayani dengan  sopan dari setiap petugas dan 18,29% lainnya juga  
mengharapkan hal yang demikian. 
Tabel 41 










1 sangat sopan 4 45 180 54,88 
2 Sopan 3 31 93 37,80 
3 tidak sopan 2 6 12 7,32 
4 sangat tidak sopan 1 0 0 0,00 
Total 82 285 100,00 
rata-rata= 3,48 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Sementara itu dari tabel 41 persepsi di tunjukkan bahwa 54,88% 
responden menilai bahwa petugas akta kelahiran sudah sangat sopan, dan 
37,80% responden menilai sopan. Namun ada 7,22% responden yang menilai 
petugas tidak sopan. Berikut adalah petikan wawancara penulis dengan 
responden, “menurut saya pada dasarnya pelayanan akta kelahiran sudah baik, 
namun kadang-kadang masih ada pegawai yang kurang sopan dalam berkata, 
begitu juga dengan penampilannya, sebagaimana layaknya seorang pegawai 
yang melayani masyarakat”, (Yuliana Berlin, 29 tahun). 
Tabel 42 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,48 3,82 -0,34 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Tabel 42 juga memperlihatkan Gap dengan nilai minus, yang berarti 
harapan masyarakat belum dapat terpenuhi. Menurut pengamatan penulis 






berinteraksi dengan masyarakat pemohon pembuatan akta kelahiran, namun 
diantara mereka ada yang kurang sopan dalam berpenampilan seperti 
kebebasan mereka dalam memakai sendal jepit saat sedang melayani.  
d. Keramahan Petugas Dalam Memberikan Layanan 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden keramahan petugas 
dalam melayani pembuatan akta kelahiran  di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 43 










1 sangat ramah 4 65 260 79,27 
2 Ramah 3 17 51 20,73 
3 tidak ramah 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak ramah 1 0 0 0,00 
Total 82 311 100,00 
rata-rata= 3,79 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Sama halnya dengan kesopanan, keramahan para petugas juga 
merupakan harapan responden.diperlihatkah pada tabel  79,27% responden 
sangat mengharapkan keramahan dari para petugas, begitu juga bagi 20,73% 
responden lainnyayang mengharapkan hal yang sama.  
Tabel 44  










1 sangat ramah 4 39 156 47,56 
2 Ramah 3 35 105 42,68 
3 tidak ramah 2 7 14 8,54 
4 sangat tidak ramah 1 1 1 1,22 








Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Pada tabel 44 menunjukkan persepsi responden, dimana 47,56% 
responden memilih opsi sangat setuju bilamana petugas memberikan pelayanan 
dengan ramah, 42,68% responden menilaipetugas sudah ramah dalam 
melayani, dan sekitar 14 responden atau sekitar 8,54% dari mereka menilai  
petugas tidak ramah dan seorang diantara mereka menilai petugas sangat tidak 
ramah. 
Tabel 45 







3,37 3,79 -0,42 
  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel 45 memperllihatkan Gap dengan nilai negatif, seperti yang 
diperlihatkan tabel 45, yang berarti masyarakat belum cukup puas dengan 
keramahan petugas. Beberapa responden yang penulis wawancarai mengenai 
keramahan para petugas menuturkan: 
“...tidak ada sapa hangat dari pegawai”,(Tandikaraeng, 29 tahun) 
“..petugas sering marah-marah”(Mirdayanti Sorean,35 tahun) 
Dari hasil observasi penulis sendiri, petugas pembuat akta kelahiran 
belum cukup ramah dalam memberikan pelayanan, mereka belum mampu untuk 
menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dimulai ketika 
masyarakat mulai memasuki ruangan sampai selesainya akta kelahiran tersebut 
dibuat. Petugas jarang menyapa atau mengucapkan salam kepada pemohon 
pembuat akta,dan mereka pun jarang melemparkan senyum. Meskipun tampak 
sederhana, namun apabila hal ini dilakukan, masyarakat pun merasa mendapat 






e. Kejujuran Petugas Dalam Memberikan Pelayanan 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden kejujuran petugas 
dalam melayani pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kab. Tana Toraja. 
 
Tabel 46 










1 sangat jujur 4 63 252 76,83 
2 jujur 3 18 54 21,95 
3 tidak jujur 2 1 2 1,22 
4 sangat tidak jujur 1 0 0 0,00 
Total 82 308 100,00 
rata-rata= 3,76 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel 46 memperlihatkan bahawa responden sangat mengharapkan 
kejujuran dari setiap petugas yang melayani. Terbukti dengan 76,83% responden 
memilih jawaban sangat jujur yang berarti kejujuran petugas betul-betul 
diharapkan masyarakat dalam memberikan pelayanan, dan 21,95% opsi jujur.. 
Dan hanya 1,22% memilih sangat tidak setuju.  
Tabel 47 










1 sangat jujur 4 37 148 45,12 
2 Jujur 3 39 117 47,56 
3 tidak jujur 2 6 12 7,32 
4 sangat tidak jujur 1 0 0 0,00 
Total 82 277 100,00 
rata-rata= 3,38 
   






Dari tabel 47  terlihat bahwa petugas sudah jujur dalam melayani. Hal ini 
terlihat dari 45,12% responden menilai bahwa dalam melayani petugas sudah 
sangat jujur , dan 47,56% responden menilai jujur. Adapun responden yang 
menilai bahwa petugas tidak jujur dalam melayani adalah 7,32%. 
Tabel 48 







3,38 3,76 -0,38 
  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Meskipun demikian, tabel 48 menunjukkan bahwa terjadi gap dengan 
angka negatif yaitu -0,38 yang berarti msyarakat belum cukup puas dengan 
kejujuran petugas.  
V.2.4. Dimensi Responsiveness 
 Dimensi responsiveness menyangkut Kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan pelayaan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan 
masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Kesanggupan petugas untuk melayani permintaan pembuatan akta 
kelahiran 
2. Kesediaan petugas untuk membantu masyakat 
3. Kecepatan petugs dalam memberikan layanan. 
di bawah ini akan dipaparkan penilaian dari ketiga indikator tersebut diatas. 
a. Kesanggupan petugas untuk melayani permintaan pembuatan akta kelahiran 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kesanggupan 
petugas untuk melayani pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 







Harapan Masyarakat Terhadap Kesanggupan Petugas Untuk Melayani 










1 sangat sanggup 4 46 184 56,10 
2 sanggup 3 35 105 42,68 




1 0 0 0,00 
Total 82 291 100,00 
rata-rata= 3,55 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Pelayanan yang cepat dan tanggap merupakan harapan dari seluruh 
masyarakat. Begitupun dengan 56,10% dari responden yang sangat 
mengharapkan petugas tidak pernah merasa sibuk sehinggah sangggup 
melayani permintaan pembuatan akta kelahiran, dan 42,68% responden juga 
mengharapkan demikian, sementara 2 orang responden tidak mengharapkan hal 
demikian. 
Tabel 50 
Persepsi Masyarakat Terhafap Kesanggupan Petugas Untuk Melayani 










1 sangat sanggup 4 28 112 34,15 
2 Sanggup 3 43 129 52,44 




1 1 1 1,22 
Total 82 262 100,00 
rata-rata= 3,20 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Dari tabel persepsi terlihat bahwa 34,25% menilai bahawa petugas tidak 
pernah merasa sibuk sehinggah dapat dengan segera memberikan pelayanan, 
52,44% esponden juga memiliki penilaian demikian. Namun  12,20r%  dan 1,22 






pekerjaanya sehingga merekapun kadang mengabaikan masyarakat pemohon 
pembuatan akata kelahiran. 
Tabel 51  





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,2 3,55 -0,35 
  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Apa yang dipersepsikan oleh responden di tabel 50, menyebabkan 
terjadinya Gap  dengan nilai negatif yang berarti bahwa masyarakat tidak cukup 
puas dengan kesanggupan petugas pembuat akta kelahiran, seperti yang terlihat 
pada tabel di atas . 
b. Kesediaan Petugas Untuk Membantu Masyarakat   
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat 
dilihat dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kesediaan 
pegawai  untuk membantu masyarakat membuat akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 52 
Harapan Masyarakat Terhadap Kesediaan Pegawai Untuk 
Membantu Dalam Membuat Akta Kelahiran 





1 sangat bersedia 4 51 204 62,20 
2 Bersedia 3 31 93 37,80 
3 Tidak bersedia 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak bersedia 1 0 0 0,00 
Total 82 297 100,00 
rata-rata= 3,62   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel harapan (tabel 52)  di tunjukkan bahwa 62,20% responden 






untuk dapat membantu masyarakat, dan 37,80% responden pun juga 
mengharapkan hal demikian. 
Tabel 53 
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesediaan Pegawai Untuk 
Membantu Dalam Membuat Akta Kelahiran 






1 sangat bersedia 4 41 164 50,00 
2 Bersedia 3 38 114 46,34 
3 tidak bersedia 2 3 6 3,66 
4 sangat tidak bersedia 1 0 0 0,00 
Total 82 284 100,00 
rata-rata= 3,46 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Persepsi masyarakat yang diperlihatkan di tabel 53, diperlihatkan bahwa 
50,00% responden menilai petugas sudah sangat membantu masyarakat dalam 
mengurus akta kelahiran, begitupun dengan 46,34% lainnya. Hal ini responden 
nilai dari kesediaan petugas untuk mendengar keluhan dari masyarakat tentang 
akta kelahiran, dan juga membantu memberikan jalan keluar terhadap 
permasalahan yang responden temui saat mereka mengurus akta kelahiran. 
Meskipun, 3,36% responden atau sekitar 6 orang responden lainnya menilai 
bahwa petugas tidak selalu bersedia membantu masyarakat. 
Tabel 54 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,46 3,62 -0,16 
  Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel 54 terlihat bahwa ada gap dengan nilai -0,16 yang berarti 
masyarakat masih belum puas. Tentang kesediaan para petugas dalam 
membantu masyarakat, berikut wawancara penulis dengan Bapak Abner Sumule 






membantu masyarakat agar mereka dapat memiliki akta kelahiran. Kami banyak 
memberikan mereka toleransi, misalnya saja terhadap berkas-berkas. Kalau mau 
dilihat dari sisi persyaratan berkas, sebenarnya banyak masyarakat yang tidak 
dapat memiliki akta keklahiran, namun kami selalu berusaha  memberikan jalan 
keluar atau sedikit bertoleransi  kepada mereka.” 
c.Kecepatan Petugas Dalam Memberikan Layanan 
 Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas kecepatan petugas 
dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 
Tana Toraja. 
Tabel 55 











1 sangat cepat 4 47 188 57,32 
2 cepat 3 31 93 37,80 
3 tidak cepat 2 4 8 4,88 
4 sangat tidak cepat 1 0 0 0,00 
Total 82 289 100,00 
rata-rata= 3,52 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Tabel 55 diperlihatkan bahwa 57,32% responden sangat mengaharapkan 
petugas dapat membuat akta kelahiran dengan cepat, dan 37,80% responden 
mengharapkan hal demikian. Namun 4,88% responden lainya tidak 
mengharapkan petugas dapat menyelesaikan akta kelahiran dengan cepat. Hal 
ini karena mereka mempertimbangkan kendala-kendalan yang mungkin saja 





















1 sangat setuju 4 32 128 39,02 
2 Setuju 3 35 105 42,68 
3 tidak setuju 2 15 30 18,29 
4 sangat tidak setuju 1 0 0 0,00 
Total 82 263 100,00 
rata-rata= 3,21 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Tabel persepsi menunjukkan bahwa 39,02% responden menilai petugas 
sudah sangat cepat dalam membuat akta kelahiran, dan 42,02% lainnya menilai 
petugas cepat dalam membuat akta kelahiran. Hal ini terjadi karena akta 
kelahiran bisa terselesaikan kurang dari 30 menit, jika tidak ada kendala berarti 
seperti listrik padam atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
sedang tidak berasa di tempat. Selain itu masalah kehabisan belangko yang 
kerap menjadi kendalan untuk petugas dapat memberikan pelayanan dengan 
cepat kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat 18,29%   menilai petugas 
tidak cepat dalam memberikan akta kelahiran. 
Tabel 57 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,21 3,52 -0,31 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Tabel diatas memperlihatkan adanya Gap atau ketidakpuasan. Dengan 
nilai rata-rata persepsi masyarakat yang lebih kecil dibanding dengan nilai rata-








V.2.5. Dimensi Empathy 
 Memahami masalah masyarakat dan bertindak demi kepentingan 
masyarakat, serta memberikan perhatian personil kepada masyarakat dengan 
adil. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Keadilan petugas dalam memberikan layanan 
2. Kemampuan petugas untuk menciptakan kesan yang baik 
3. Keiklasan petugas dalam memberikan perhatian 
Di bawah ini akan dipaparkan penilaian dari ketiga indikator tersebut di atas. 
a. Keadilan petugas dalam memberikan layanan 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas keadilan petugas dalam 
memberikan layanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kab. Tana Toraja. 
Tabel 58 










1 sangat adil 4 65 260 79,27 
2 adil 3 16 48 19,51 
3 Tidak adil 2 1 2 1,22 
4 sangat tidak adil 1 0 0 0,00 
Total 82 310 100,00 
rata-rata= 3,78 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Keadilan dalam pelayanan sangat diharapkan bagi 98,78% responden, 
kerena adalah  hak masyarakat untuk dapat memperoleh keadilan dalam 



















1 sangat adil 4 42 168 51,22 
2 Adil 3 33 99 40,24 
3 tidak adil 2 7 14 8,54 
4 sangat tidak adil 1 0 0 0,00 
Total 82 281 100,00 
rata-rata= 3,43 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Dari tabel persepsi diperlihatkan bahwa 91,46 respoden telah merasa 
diperlakukan adil, sementara 8,45% lainnya merasa belum diperlakukan adil. Hal 
ini dikemukakan oleh Bapak Pontius (34 tahun), “ penyelesaian akta kelahiran 
seharusnya sesuai dengan antrean, dalam artian tidak ada kepengurusan 
keluarga atau pribadi  yang didahulukan”. Hal yang sama juga dilontarkan oleh 
seorang responden sebagai bertikut,: 
”Pegawai memilih-milih orang yang dilayani terlebih dahulu”.(NN, 35 tahun) 
“Petugas seharusnya memberikan pelayanan tanpa padang bulu” (Yohana, 32 
tahun). 
Tabel 60 




(2) Gap (3) (1)-(2) 
3,43 3,78 -0,35 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Persepsi masyarakat seperti yang terlihat pada tabel 59  mengakibatkan 
timbulnya ketidak puasan yang berujung pada terjadinya gap dengan nilai -0,35. 
b. Kemampuan Petugas Untuk Memberikan Kesan Yang Baik 
Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 






untuk memberikan kesan yang baik  dalam memberikan layanan akta kelahiran 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 61 











1 sangat berkesan 4 39 156 47,56 
2 berkesan 3 34 102 41,46 




1 0 0 0,00 
Total 82 276 100,00 
rata-rata= 3,37 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Data dari tabel 61 memperlihatkan bahwa 47,56% responden 
mengharapkan petugas dapat mengharapkan petugas dapat menciptakan kesan 
yang baik selama pelayanan berlangsung. 41,46% responden juga 
mengharapkan hal demikian. Sementara itu 10,98% responden tidak 
mengharapkan  hal demikian. 
 Tabel 62 











1 sangat berkesan 4 30 120 36,59 
2 Berkesan 3 37 111 45,12 




1 2 2 2,44 
Total 82 259 100,00 
rata-rata= 3,16 
  
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Tabel persepsi menunjukkan 36,59% responden menilai petugas sudah 
memberikan kesan yang baik dan 45,12% menilai petugas pembuat akta 






menilai petugas tidak menciptakan kesan yang baik dan 2,44% lainnya menilai 
petugas sangat tidak dapat menciptakan kesan yang baik. Hal ini dimungkinkan 
karena para petugas tidak dapat menciptakan komunikasi  yang baik dengan 
masyarakat. 
Tabel 63 





Gap (3)  
(1)-(2) 
3,16 3,37 -0,21 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Di tabel 62 juga diperlihatkan  nilai rata-rata persepsi yang lebih kecil dari 
nilai rata-rata harapan yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat. 
c. Keikhlasan Petugas Dalam Memberikan Perhatian 
 Berikut ini akan disajikan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat 
dari Gap antara harapan dan persepsi  responden atas keikhlasan petugas 
dalam memberikan perhatian dalam layanan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
Tabel 64 











1 sangat ikhlas 4 55 220 67,07 
2 ikhlas 3 27 81 32,93 
3 tidak ikhlas 2 0 0 0,00 
4 sangat tidak ikhlas 1 0 0 0,00 
Total 82 301 100,00 
rata-rata= 3,67 
 
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Keikhlasan petugas  dalam perhatian terhadap masyarakat sangat 
diharapkan bagi 67,07% responden. Sementara itu, 32,93% responden lainnya 
















1 sangat ikhlas 4 34 136 41,46 
2 Ikhlas 3 41 123 50,00 
3 tidak ikhlas 2 6 12 7,32 
4 sangat tidak ikhlas 1 1 1 1,22 
Total 82 272 100,00 
rata-rata= 3,32   
Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Dari tabel persepsi diperlihatkan bahwa 41,46% respoden telah merasa 
mendapatkan perhatian yang sangat ikhlas dari petugas , sementara 50,00% 
lainnya juga menilai telah mendapat perhatian dari petugas, namun 7,32% 
responden atau sekitar 12 responden merasa tidak mendapatkan perhatian yang 
sungguh dari petugas, begitupun dengan 1,22% responden lainnya. 
Tabel 66 







3,23 3,67 -0,44 
 Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
Berkaitan dengan persepsi dan harapan masyarakat di atas, kemudian 
menimbulkan gap dengan nilai negatif, seperti yang terlihat di tabel 66. Berkaitan 
dengan hal ini salah satu responden mengatakan yang bernama Debora Deri (39 
tahun) bahwa petugas seringkali hanya melihat-lihat masyarakat yang datang 
mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran, padahal sudah menjadi 
tugas mereka untuk melayani 
 
 












































Sumber data : Olahan hasil kuesioner, 2012 
 Berdasarkan tabel 67, bisa dilihat bahwa secara keseluruhan 
layanankurang memuaskan masyarakat, dengan rata-rata garp sebesar -0,32.  
Sedangkan jika dilihat dari setiap dimensi, seluruh dimensi juga tidak berkualitas 
dan tidak memuaskan , karena memiliki gap negatif, dengan urutan gap tangibles 












REKAPITULASI, KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1. REKAPITULASI 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada Bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. 
Hal ini terlihat dari adanya Gap dengan nilai negatif dari lima demensi yang 
digunakan penulis untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang diberikan. Kelima dimensi tersebut adalah tangibles, 
reliability,responsiveness, assurance, dan empathy. Berikut akan diuraikan 
Harapan dan Persepsi masyarakat atas pelayanan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja. 
V.1.1.Harapan 
1. Dimensi Tangibles 
 Dari kelima indikator yang dinilai atas Dimensi tangibles, rata-rata 
masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap 4 indikator yang yaitu, 
Ketersediaan fasilitas parkir, ketersediaan fasilitas toilet, kerapian petugas, dan 
keterjangkauan lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
2. Dimensi Reliability 
 Dimensi reliability terdiri dalam penelitian ini terdiri dari lima indikator, 






kedisiplinan petugas, kejelasan persyaratan pengurusan akta kelahiran, 
kewajaran biaya pembuatan akta kelahiran. Dari kelima indikator ini, kedisiplinan 
petugas, kejelasan persyaratan akta kelahiran, dan kewajaran biaya menjadi 
harapan masyarakat yang paling tinggi. 
3. Dimensi Assurance 
 Dari kelima indikator yang dinilai atas Dimensi tangibles, rata-rata 
masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap 4 indikator yang ada, 
kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, keamanan selama 
mendapatkan pelayanan, kesopanan petugas, dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan. Pada indikator kejujuran petugas dalam memberikan 
pelayanan, ada dua orang responden atau sekitar 1,22% pengisi kuesioner tidak 
mengharapkan hal demikian. 
4. Dimensi Ressponsiveness 
  Dalam penelitian ini, dimensi responsiveness hanya diukur dengan tiga 
indikator yaitu kesanggupan petugas untuk melayani permintaan pembuatan akta 
kelahiran, kesediaan petugas unutk membantu masyarakat, dan kecepatan 
petugas dalam memberikan pelayanan. Dari ketiga indikator tersebut, hanya 
indikator kesediaan petugas dalam memberikan pelayanan yang diharapkan oleh 
100% responden. Pada kedua indikator yang lainnya, ada responden yang tidak 
mengharapkan hal demikian. 
5. Dimensi Empathy  
 Dimensi empahty dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu 
keadilan petugas dalam memberikan pelayanan, kemampuan petugas unutk 






Dari ketiga indikator ini, keihlasan petugas unutk memberikan perhatian 
merupakan harapan bagi 100% responden. 
V.1.2. Persepsi 
1. Dimensi Tangibles. 
 Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari segi 
kenampakan fisik, dipersepsikan masih belum memuaskan. Hal ini dipengaruhi 
oleh kurang memadainya lahan parkir yang tersedia, begitupun dengan ruang 
tunggu yang menurut responden tidak nyaman dan tidak dapat menampung 
seluruh pemohon 
2. Dimensi Reliability 
 Dari hasil penelitian ditemukan masyarakat mempersepsikan bahwa 
pelayanan dalam dimensi ini masih berada di bawah harapan  masyarakat. 
dimana menurut responden akta kelahiran terbit tidak dapat terselesaikan sesuai 
dengan waktu yang dijanjikan. Selain menurut masyarakat para petugas tidak 
berdisiplin dan banyaknya akta kelahiran yang terbit dengan sejumlah kesalahan. 
3. Dimensi Assurance 
 Dari tabel 67, terlihat bahwa terjadi rata-rata persepsi masyarakat jauh 
lebih kecil dari rata-rata harapan. Hal ini bararti bahwa apa yang diterima 
masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran belum sesuai dengan apa yang 
mereka dapatkan, yang berarti pelayanan dari dimensi Assurance ini belum 
sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dimana masyarakat menilai 
petugas masih kurang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan.  
4. Dimensi Ressponsiveness  
 Dari dimensi ini, dapat dilihat persepsi masyarakat rendah, masyarakat 






seperti yang ditunjukkan pada tabel 67, hal tersebut juga didukung oleh data 
pada tabel 67 dimana rata-rata nilai gap pada dimensi ini adalah sebesar -0,27. 
Salah satu penyebabnya adalah lambannya pelayanan yang diberikan oleh 
petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl. 
5. Dimensi Empathy 
 Sama seperti dimensi-dimensi diatas, persepsi masyarakat atas 
pelayanan dalam Dimensi empathy dianggap masih belm sesuai harapan. 
Persepsi masyarakat terendah yaitu terhadap kemampuasn petugas untuk 
memberikan kesan yang baik selama pelayanan berlangsung. 
 Dari tabel 67, dapat disimpulkan bahwa pelayanan akta kelahiran yang 
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih dibawah harapan 
masyarakat. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus 
berusaha lebih lagi agar pelayan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat, 
mengingat tahun 2012 ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan dijadikan 
Pilot Project pelayanan prima untuk daerah Kabupaten Tana Toraja. 
VI.2. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian  penulis, dari kuesioner yang diisi oleh 82 
responden dan hasil wawancara oleh beberapa responden dan pejabat/petugas 
berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana 
Toraja, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan pembuatan akta kelahiran di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Tana Toraja belum 
sepenuhnya memuaskan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari oleh data yang 
memperlihatkan bahwa nilai rata-rata persepsi responden lebih kecil jika 







 Dari hasil penelitian yang penulis adakan, maka di bawah ini adalah 
beberapa saran agar pelayanan pembuatan akta kelahiran dapat memuaskan 
masyarakat: 
1. untuk kedepannya seharusnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
menyediakan ruang tunggu tersendiri bagi para pemohon akta kelahiran, 
agar ruang tunggu tersebut dapat menampung semua pemohon yang 
datang. 
2. Karena lokasi Dinas Kependudukan dan Catatasn Sipil sukar dijangkau 
oleh sebagian masyarakat yang tinggal di pedesaan, yang juga  bagi 
mereka yang akan menghabiskan biaya yang besar untuk dapat tiba di 
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka alangkah lebih baik 
apabila petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
mengadakan pelayanan dengan sistem jemput bola secara periodik. 
3. Agar petugas dapat lebih cermat dalam menginput data para pemohon 
akta kelahiran supaya tidak terjadi kesalahan pada akta kelahiran yang 
tesrbit. 
4. Petugas di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil perlu lebih tanggap 
dalam melayani masyarakat yang disertai dengan keramahan dan 
kesopanan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Karena 
membangun komunikasi yang baik itu sangat perlu  agar judge negatif 
dari masyarakat tentang pelayanan akta kelahiran dapat diluruskan  oleh 
pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apalagi dalam rangka 
menuju pelayanan prima, tidak hanya kenyamana gedung atau sistem 






namun yang  tak kalah penting dari itu adalah bagaimana setiap petugas 
pembuat akta memiliki pribadi baik yang ramah, sopan dan berdisiplin. 
5. Agar pelayanan Akta Kelahiran dapat berlangsung dengan cepat, Dinas 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah proses pelayanan 
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja 
sudah memuaskan masyarakat, yang dilihat dengan cara membandingkan 
tingkat harapan dan persepsi masyarakat atas layanan yang diterima, dilihat dari 
lima dimensi pelayanan: tangibles, assurance, reliability, responsiveness, dan 
empathy. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan akta kelahiran di 
dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tana Toraja. Teori yang 
digunakan dalam penelitan ini adalah teori kualitas pelayanan. Dimana kepuasan 
masyarakat itu sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yagn diterima. 
Pelayanan yang berkualitas akan memuaskan masyarakat, demikian pun 
sebaliknya. Pendekatan yang digunakan dalam peenelitian in adalah survei dan 
jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
mengedarkan kuesioner terhadap sampel sebanyak 82 responden. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akta kelahiran oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak berkualitas dan tidak memuaskan. Hal ini 
dapat dilihat dengan adanya gap dengan nilai negatif pada kelima dimensi 
pelayanan. 
 
Kata kunci : kepuasan, pelayanan. 
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